
 

 

1 

PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN 

KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM 

PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI 

SYARIAH 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syariah  

Jurusan Hukum Islam 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

RICO ALDY MUNAFAN 

S20192012 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS SYARI’AH 

TAHUN 2023 



 

 

ii 

PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN 

KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM 

PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI 

SYARIAH 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syariah  

Jurusan Hukum Islam 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

Oleh:  

 

 

Rico Aldy Munafan 

NIM: S20192012 

 

 

 

Disetujui Pembimbing 

 

 

 

Rumawi, S.H.I., M.H. 

NIP 198007112010011019 

  

ii 



 

 

iii 

PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN 

KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM 

PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI 

SYARIAH 

 

SKRIPSI  

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu 

Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

Fakultas Syariah  

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

 

Hari : Rabu 

Tanggal : 18 Oktober 2023 

 

Tim Penguji 

 

 Ketua  Sekretaris  

 

 

 

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag                         Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I., M.S.I 

NIP. 197311052002121002                NIP. 199008172023211041 

 

Anggota: 

1. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag, M.E.I      

 

2. Rumawi, S.H.I., M.H.         

  

iii 



 

 

iv 

 

 

MOTTO 

عَنْ   تِِاَرةًَ  تَكُوْنَ  اَنْ  اِلََّا  بِِلْبَاطِلِ  نَكُمْ  بَ ي ْ امَْوَالَكُمْ  ا  آمَنُ وْا لََ تََْكُلُواْ الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  تَ رَاضٍ مِ نْكُمْۗ  وَلََ يٰآ
ا انَْ فُسَكُمْۗ  اِنَّ اللّٓ َ كَانَ بِكُمْ رحَِيْمًا  تَ قْتُ لُواْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-

Nisa’: 29).* 
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* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka 

Lajnah, 2019). 

 



 

 

v 

PERSEMBAHAN 

Tidak ada kata yang pantas saya ucapakan selain Alhamdulilah segala puji 

syukur kepada Alllah SWT, dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan 

kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita 

semua. Skripsi ini peneliti persembahkaan kepada mereka yang mendukung dan 

membantu peneliti, diantaranya:  

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Marbin dan Ibu Sriwasis yang telah 

mengalirkan doa disetiap langkah dan tindakan saya, serta atas kerja keras 

mereka saya bisa sampai di titik sekarang ini. 

2. Kepada Keluarga saya yang senantiasa mendukung dan menyumbangkan doa 

serta pengorbanan lainnya yang dapat memudahkan langkah saya. 

  

v 



 

 

vi 

KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرهحْمَٰنِ ٱلرهحِيمِ 
Alhamdulilah segala puji syukur kepada Alllah SWT, dan sholawat serta 

salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang 

menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang  Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah”.  

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, peneliti baik secara langsung atau 

tidak langsung tidak terlepas dari keterlibatan dan bantuan banyak pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini dengan rendah hati dan sebagai penghormatan 

penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam 

Negeri  Kiai  Haji  Achmad Shiddiq  Jember yang telah memfasilitasi penulis 

sebagai mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di kampus sehingga 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

2. Prof. Dr. H. Muhammad. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I selaku Dekan 

Fakultas Syariah yang telah memeberikan bimbingan dan persetujuan dalam 

penelitian skripsi ini. 

3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah yang telah 

memberikan tenaga, waktu dan ilmunya untuk membantu mahasiswa 

khususnya di Fakultas Syariah 

4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya untuk membantu 

mahasiswa khususnya di Program Studi  

5. Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

memberikan segenap tenaga, waktu dan ilmunya, serta telah sabar 

membimbing sekali dalam memberikan arahan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini.  

vi 



 

 

vii 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segenap tenaga, waktu dan 

ilmunya dalam mendidik penulis sejak awal semester hingga sampai dititik 

ini.  

7. Kepada seluruh keluarga besar IKSPI yang telah banyak memberikan 

motifasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu 

mendampingi baik dalam keadaan susah maupun senang. 

8. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis hingga 

sampai pada diposisi sekarang, dimana tidak bisa disebutkan satu persatu.  

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang dilakukan, Penulis 

mengetahui bahwa Skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, 

kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan dan 

dihargai agar kedepannya dapat menysusun karya tulis ilmiah yang lebih baik. 

Akhir kata, semoga semua pihak yang membaca Skripsi ini dapat terbantu 

sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa. 

 

 

 

Jember, 17 Agustus 2023 

 

Penulis 

vii 



 

 

viii 

ABSTRAK 

Rico Aldy Munafan, 2023: Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha 

Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kata Kunci: Jual Rugi, Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 

telah melakukan jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar atau 

harga produksi, dimana praktek tersebut akan merugikan pelaku usaha itu sendiri 

dan juga pelaku usaha lain yang tidak mampu bersaing karena penetapan harga 

terlalu rendah. Jual beli tersebut nantinya juga dapat mengakibatkan persaingan 

usaha disekitar toko tersebut menjadi tidak sehat sehingga bukan memberikan 

manfaat bagi para pihak yang terkait malah sebaliknya memberikan mudharat 

kepda pelaku usaha lainnya. 

Fokus penelitian yang diteliti adalah 1) Bagaimana sistem perjanjian jual 

beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana 

objek perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang? 3) Bagaimana akibat perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang pada para pihak? Dengan tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang 2) Untuk mengetahui objek jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang 3) Untuk mengetahui akibat jual beli di Toko Sririzky 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

Hukum Emperis atau (fiel research) dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi 

penelitian ini dilakukan pada Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupten Jombang. 

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yakni sumber data primer serta 

sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data memakai teknik; wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, bisa 

disimpulkan bahwa : (1) Praktik jual beli ditoko sririzky dilakukan dengan 

menetapkan harga dibawah harga pasar atau dibawah harga rata-rata dengan 

tujuan untuk menarik banyak pembeli sehingga mampu menghabiskan stok 

barang dengan cepat dan mampu memutar kembali modal yang dipakai. (2) Objek 

jual beli ditoko sriserba berupa berbagai macam fashion seperti kaos polos 

maupun motif, boxer dan celana pendek jeans, dengan penentapan harga dibawah 

harga pasar. (3) Paktik jual beli di toko sririzky mengakibatkan banyak pembeli 

berbondong-bodong berbelanja di toko sririzky karena harganya lebih murah 

dibandingkan dengan toko lainnya sehingga pelaku usaha pesaingnya menjadi 

gulung tikar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kompetisi atau berdasarkan bidang ekonomi yang sering disebut sebagai 

persaingan merupakan suatu persaingan usaha antara beberapa pelaku usaha atau 

persaingan antara para produsen di dalam merebut atau mendapatkan pembeli dan 

pangsa pasar.1 Dalam setiap persaingan usaha terdapat beberapa usur yaitu adanya 

dua pihak atau lebih pelaku usaha yang saling berebut atau saling mengungguli 

dalam upaya mencari pelanggan, ada kemauan diantara mereka untuk mewujudkan 

tujuan yang sama.2 Tujuan competion yaitu mencegah adanya praktek monopoli 

atau adanya persaingan tidak sehat yang ada akibat pelaku usaha yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, meningkatkan dan menjaga kepentingan 

umum serta efesiensi ekonomi nasional sebagai wujud meningkatkan 

kesejahteraaan masyarakat, mewujudkan iklim usaha yang tertib dan kondusif 

lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 sehingga dapat menjemin kepastian 

kesempatan berusaha yang sama untuk pelaku usaha kecil, pelaku usaha 

menengah, dan pelaku usaha besar dan terwujudnya efesiensi dan efektifitas 

dalam iklim usaha.3 

 
1 Siti Nur Maulidatun Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau 

Predatory Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Jember, 2017), 20. 
2 Wahyu Buana Putra, Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Akibat 

Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia,” 

Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) 2, no. 3 (September 2023): 70. 
3 Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 154. 
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Competion adalah hal yang sangat lumrah ditengah tengah masyarakat 

bahkan menjadi karakteristik yang cukup lekat pada kehidupan manusia dimana 

mereka cenderung saling berlomba-lomba untuk saling menggngguli dalam 

banyak hal. Namun persaingan atau competion di bidang ekonomi adalah salah 

satu wujud persaingan sering dan utama diantara persaingan-persaingan lainnya, 

baik dalam persaingan antar individu, kelompok dan bangsa.4 Persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan para pelaku usaha antara satu dengan yang lainya 

yaitu antara dua pihak pelaku usaha atau lebih yang saling bersaing dalam 

menjalakan usahanya pada kegiatan produksi dan pemasaran produk atau barang 

yang dipasarkannya.5 Dengan memakai cara-cara yang melanggar atau melawan 

ketentuan hukum atau dengan cara-cara yang tidak baik dan jujur demi 

menghambat atau mematikan usaha lawannya agar usahanya tetap ramai 

pelanggan.6 

Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor. 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat yakni Competion diantara para 

pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dan produksi barang 

atau jasa yang menggunakan cara tidak jujur serta telah melawan hukum yang 

 
4 Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisa, “Cross-Border Business 

Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan 

Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no.1 (September 2018): 

144. 
5 Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan  

Persaiangan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha 

(Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Menejemen Terapan 2, No. 5 (Mei 2021): 633. 
6 Richardus Eko Indrajit, Proses Bisnis Outsourcing (Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia, 

2003), 137. 
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dapat mengakibatkan terhambatnya usaha dari pelaku usaha lawannya.7 Lalu 

berdasarkan Heinz Lampert, menyatakan bahwa persaingan tidak sehat 

merupakan sebuah tindakan curang atau licik yang menentang moral baik,  

sedangkan menurut non limitatif Lampert tindakan curang dapat dicontohkan 

seperti memberikan informasi bohong dan menyesatkan sehingga dapat 

mempengaruhi pembeli, memalsukan merek produk pedagang lain, membuat 

iklan yang menjelekan produk pelaku usaha pesaingnya, mempublikasikan 

informasi tidak benar mengenai pelaku usaha pesaingnya, membaikot dan 

menurunkan harga produknya secara tidak wajar jauh dibawah harga pasar8 

Pelaku usaha di Indonesia wajib berasaskan sesuai demokrasi ekonomi9 

dalam menjalankan praktik usahanya yaitu dengan melihat keseimbangan antara 

kepentingan individu dari pelaku usaha dengan kepentingan umum atau 

kepentingan orang banyak, jadi yang dimaksud demokrasi ekonomi artinya 

produksi sehendaknya dilakukan oleh semua masyarakat serta untuk seluruh 

bawahan pemilik usaha, maka demokokrasi ekonomi lebih mengutamakan 

kemakmuran bersama dari pada kemakmuran perseseorangan agar dalam kegiatan 

ekonomi semua dapat merasakan dampak positifnya10. Berdasarkan agama islam, 

jual beli sudah ditetapkan aturan-aturan hukumnya secara jelas, seperti yang 

sudah diajarkan oleh nabi, baik mengenai syarat ataupun rukun dan bentuk dari 

jual beli yang diperbolehkan dan juga bentuk dari jual beli yang dilarang, nabi 

 
7 Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, 153. 
8 Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, 137. 
9 Zulherman Idris, dan Desi Apriani, “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia 

Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” Jurnal Panorama Hukum 4, no. 1 (Juni 2019): 

20. 
10 Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, 154. 
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menghimbau agar pada transaksi jual beli penetapan harga disesuaikan pada harga 

yang dijual atau dipasarkan secara umumnya. 11  

Terkait penetapan harga hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis berikut : 

ث منما بمةم  أمبِ  بْنُ  عُثْممانُ  حمده ث منما شمي ْ ث منما  عمفهانُ  حمده بِت   أمخْبَممنم  سملمممةم  بْنُ  حمهادُ  حمده  ممالِك   بْنِ  أمنمسِ  عمنْ  ثَم

 عملميْهِ  اللَّهُ  صملهى اللَّهِ  رمسُولُ  ف مقمالم  لمنما  فمسمعِ رْ  السِ عْرُ  غملم  اللَّهِ  رمسُولم  يم  النهاسُ  قمالم  أمنمس   عمنْ  ومحُميْد   ومق متمادمةُ 

مرْجُو  ومإِن ِ  الرهازقُِ  الْبماسِطُ  الْقمابِضُ  الْمُسمعِ رُ  هُوم  اللَّهم  إِنه  ومسملهمم   يطُمالبُِنِ  مِنْكُمْ  أمحمد   وملميْسم  اللَّهم  أملْقمى  أمنْ  لَم

 ممال   وملم  دمم   فِ  بِمظْلمممة  

Dari seorang sahabat Anas, ia menyatakan, “Para sahabat mengeluh 

terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berkata, Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. 

Alangkah baiknya bila Anda menetapkan harga. Menanggapai permintaan 

sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan 

harga, dan mengencangkan, melapangkan, serta memberi rezeki. Dan 

sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang 

menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah (jiwa) maupun 

harta” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadits sahih). 

Hadits diatas mempunyai arti terkait keharaman menentukan harga, 

meskipun sedang dalam posisi harga melambung tinggi, karena bila harga 

ditentukan murah maka akan menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, jika harga 

ditentukan mahal maka dapat menyulitkan pihak pembeli. Maksud hadis di atas, 

tidak mutlak dilarang dalam menentukan harga, sekalipun dengan tujuan demi 

menghilangkan bahaya dan mencegah setiap perbuatan zalim. Bahkan 

berdasarkan pendapat para ahli, bahwa menentukan harga itu ada yang bersifat 

terlarang dan zalim, serta ada pula yang bijaksana dan halal. Karena hal tersebut, 

 
11 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 378. 
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jika penentuan harga itu mempunyai unsur –unsur pemaksaan dan kezaliman yang 

tidak benar, yakni dengan menentukan suatu harga yang tidak masuk akal, atau 

melanggar sesuatu yang oleh Allah SWT benarkan, maka penentuan harga seperti 

itu sudah jelas hukumnya haram. Tetapi bila penentuan harga tersebut sangat adil, 

seperti dipaksanya mereka untuk melakukan kewajiban membayar harga mitsil 

serta melarang menambah dari harga mitsil, maka hal tersebut boleh.12 

Mengenai jual rugi atau predatosy pricing yaitu menjual produk dengan 

harga dibawah harga kulaan sehingga lebih rendah dibawah harga pasar, hal 

tersebutlah yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong berbelanja pada 

toko yang melakukan praktik jual rugi tersebut dibandingkan berbelanja pada 

pasar biasa. Melihat hal tersebut bolehkah berjualan dengan cara jual rugi menurut 

agama dan negara, dalam pandangan fiqh praktik jual rugi dilarang karana akan 

menyebabkan mudharat kepada orang lain, di tambah juga pada masa Nabi SAW 

dan masa Umar bin Khattab mereka sangat tidak menyukai pelaku usaha yang 

melakukan praktik jual rugi. Jual rugi sendiri selain menimbukan mudharat juga 

menyebakan ketidakadilan di antara para pelaku usaha lainnya, karena dapat 

merugikan pesaingnya serta bahkan ada yang sampai menutup tokonya, 

ketidakadilan tersebut tidak sama dengan konsep maqashid syariah yakni 

terwujudnya kemaslahatan di antara para pelaku usaha.13 

Berdasarkan Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 2 

dimana menerangkan bahwa Pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan praktik 

 
12 Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain 

Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri 

Langsa), 57. 
13 Nasution, “Jual Rugi,” 68. 
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usahanya harus sesuai demokrasi ekonomi dengan melihat keseimbangan diantara 

kepentingan dari pelaku usaha dengan kepentingan umum atau kepentingan 

bersama.14 Asas demokrasi ekonomi tersebut adalah penjelasan dari Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 serta ruang lingkup pengertian dari demokrasi 

ekonomi yang dimaksud dahulu bisa ditemukan pada penjabaran atas Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945.15 Tidak hanya itu dalam Kompiliasi Hukum 

Ekonomi Syariah pada pasal 26 juga diterangkan bahwa akad dapat dikatakan 

tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-

undagan, ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam hal ini jual rugi dapat 

dikatakan prakrik jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan bunyi pasal 

26 tersebut.16 

Berdasarkan Hukum Negara mengenai jual rugi atau predatory pricing 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999 mengenai 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana pada pasal 20 

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang 

dan jasa dengan menggunakan cara jual rugi atau predatory pricing17, yaitu 

menentukan harga dibawah harga kulaan yang jauh dibawah harga pasar dengan 

tujuan untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga dapat 

menyingkirkan atau mematikan usaha dari pedagang pesaingnya, yang mana hal 

ini dapat menjadikan terjadinya praktek monopoli atau terjadinya persaingan 

 
14 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 2. 
15 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33. 
16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26. 
17 Basu Swasta DH dan Irawan, Asas-asas Marketing (Yogyakarta: Liberty, 1964), 147. 
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usaha tidak sehat, jadi yang dimaksud pada pasal 20 ini menyatakan bahwa yang 

dilarang adalah pelaku usaha tidak boleh melakukan jual rugi karena dapat 

mematikan usaha pesainggnya 18 

Sedangkan berdasarkan pedoman pelaksanaan KPPU Tahun 2009 

mengenai Pasal 20 tentang jual rugi. Pernyataan “sangat rendah” yang 

diterangkan dalam Pasal 20 yang dimaksud Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

mengenai Antimonopoli merupakan harga produk atau barang yang ditentukan  

dibawah biaya produksi (harga kulaan) atau harga yang sangat  rendah yang 

ditentukan oleh pelaku usaha yang tidak masuk diakal, dengan tujuan kegiatan 

tersebut dapat mencapai keinginannya atau adanya maksud tertentu.19 Bahwa jual 

rugi yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jual rugi adalah harga 

jual yang ditetapkan sangat rendah oleh pelaku usaha, artinya harga yang 

ditentukan pelaku usaha tersebut sangat tidak masuk akal rendahnya sebagaimana 

telah diterangkan pada butir 10.13.20 

Di kecamatan Kabuh ada pelaku usaha yang menjalakan kegiatan ekonomi 

jual beli dengan cara menjual dibawah harga pasar atau dibawah harga rata-rata 

yang ditetapkan oleh toko lain, dimana pelaku usaha tersebut memasarkan 

berbagai macam produk fashion seperti kaos polos yang dijualnya seharga Rp. 

100.000 dapat 7 macam padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 

20.000 – Rp. 30.000, kaos motif yang dijualnya seharga Rp. 100.000 dapat 5 

 
18 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20 
19Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 20 TentangJual Rugi (Predatory Pracing). 
20 Putusan Perkara Nomor 03/KPPU/-L/2020.  
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macam padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 35.000 – Rp. 

40.000, boxer yang dijualnya seharga Rp. 100.000 dapat 6 macam padahal harga 

rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 25.000 – Rp. 30.000, celana pendek jeas 

yang dijualnya serba 35 an padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 

50.000. sehingga hal tersebut menarik banyak pembeli bahkan tidak hanya warga 

sekitaran lingkungan tersebut yang menjadi konsumen, melaikan banyak juga 

yang dari daerah-daerah lain yang membeli kebutuhannya di toko tersebut, 

dikarenakan barang atau produk yang dipasarkan toko tersebut sudah terkenal dan 

tersebar. Sehingga mengakibatakan para penjual disekitaran toko tersebut menjadi 

sepi pembeli, karena dianggapnya dipasar atau pada toko lain harganya lebih 

mahal dari pada toko tersebut, padahal harga pasaran yang sebenarnya merupakan 

harga yang dijual para penjual kaos disekitaran toko itu. Hal ini mengakibatkan 

pelaku usaha yang berada disekitar toko tersebut banyak yang terpaksa menutup 

tokonya karena sudah tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko 

itu, yang dimana toko tersebut dikenal dengan nama Toko Sririzky 

Dalam jual beli seharusnya yang dipakai adalah harga pasar, yaitu 

kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terjadi akibat adanya hasil tawar 

menawar, lalu dalam jual beli di Toko Sririzky ini sudah adakah harga pasar yang 

berasal dari tawar menawar, disini peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian 

antara apa yang ditetapkan dalam hukum dengan praktik yang ada dilapangan, 

yaitu di Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang terdapat pelaku usaha 

yang melakukan praktik jual beli yang mengarah kepada praktik jual beli dengan 

cara jual rugi, karena harga yang ditetapkan di toko tersebut dibawah harga rata-
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rata, dan jika toko sririzky benar melakukan praktik jual rugi maka hal ini tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan 

Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak sesuai dengan 

ketentuan Syariah.21  

Maka sangat menarik sekali apabila peneliti meneliti mengenai hal 

tersebut yang dimana penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

"Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 

Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” 

karena hal ini menjadi suatu penelitian yang berbeda dan mungkin jarang 

dilakukan penelitian terdahulu, sehingga peneliti tidak hanya melihat dari dampak 

positif saja mengenai harga yang murah dalam suatu produk melainkan peneliti 

juga melihat apakah dibalik harga yang murah terdapat sebuah monopoli bisnis 

atau perjanjian pedagang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pelanggan dan 

apakah hal tersebut juga dapat merugikan pedagang lain. Karena hakikatnya 

perjanjian itu dilakukan untuk saling menguntungkan pihak bukan pribadi 

masing-masing.22 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan konteks penelitian. Konteks penelitian 

adalah kumpulan dari macam-macam permasalahan yang nantinya akan dicari 

jawabannya melewati suatu proses penelitian. Pada fokus penelitian diwajibkan 

 
21 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20. 
22 Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa 

(Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” Jurnal Kertha Semaya 8, No. 7 (2020): 

1044 
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disusun secara jelas, singkat, spesifik, oprasional yang dituangkan pada fokus 

penelitian dalam bentuk kalimat tanya, 23 Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, ada beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni : 

1. Bagaimana sistem perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana objek perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang? 

3. Bagaimana akibat perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk dapat 

menjawab permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi penulis untuk 

melakukan penelitian ini, adapun tujuan peneliti mengapa melakukan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang 

2. Untuk mengetahui objek jual rugi di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang 

3. Untuk mengetahui akibat perjanjian jual rugi di Toko Sririzky Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang 

 
23 Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 45.   
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D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaaat bagi 

pembaca maupun penulis, baik bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum 

atau ilmu syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana yang 

ditulis dalam rumusan masalah, adapun manfaat pada peneletian ini ialah : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a) Sebagai sumbangan pemikiran dan landasan teoritis serta sebagai bahan 

referensi untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan jual 

beli dibawah harga pasar atau harga rata-rata. 

b) Sebagai informasi terkait persaingan usaha tidak sehat yang dilarang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah serta 

sebagai pegangan dalam memecahkan masalah jual beli dibawah harga 

pasar. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang jelas terkait jual beli dengan cara menetapkan harga 

dibawah harga pasar sehingga dapat menjadi pegangan masyarakat, para 

pelaku usaha, konsumen, yang melakukan kegiatan usahanya sehingga 

dapat terarah sesuai tujuan dari terbentuknya undang-undang No. 5 tahun 

1999 Tentang Antimonopoli serta Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. 

b) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

dan masukan bagi pemerintah demi tercapainya hak pedagang lainnya 

dalam menghadapi maraknya jual beli dibawah harga pasar. 
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c) Bagi yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

toko Sririzky dalam melakukan kegiatan usahanya. 

d) Untuk UIN KHAS Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi dalam kajian 

akademik mengenai penetapan harga dibawah harga pasar atau jual beli 

dengan harag yang cukup rendah berdasarkan Hukum Persaingan Usaha 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

e) Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman 

peneliti mengenai penetapan harga dibawah harga pasar atau jual beli 

dengan harga yang cukup rendah dalam pandangan Hukum Persaingan 

Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah adalah penjelasan kata perkata untuk mengungkapkan 

makna yang terkandung atau yang dimaksud peneliti dalam judul penelitian yang 

dianggkat peneliti. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu makna 

atau arti yang terkandung dalam judul Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang  Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penelitian agar menghindari adanya kesalah 

fahaman dalam memahami arti dari judul, adapun penjelasannya yaitu24:  

1. Jual Beli 

Berdasarkan KHES pasal 20 menyatakan bahwa jual beli atau akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih 

 
24 Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya, 45.  
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untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan hukum.25 Namun dalam 

butir 2 pasal 20 KHES juga dijelaskan bahwa jual beli juga merupakan bai’ yakni 

pertukaran benda dengan uang 26. Sedangkan menurut istilah fiqh dan bahasa Arab 

yang dumaksud jual beli adalah al bai’ yaitu memasarkan, mengalihkan serta 

menukar sesuatu dengan hal yang lainnya. lafal al-bai’ dalam bahasa arab 

seringkali dipakai sebagai definisi dari kata lawannya, yakni kata asy-syira yang 

mempunyai arti beli. Maka dengan itu kata al bai’ bermakna jual, akan tetapi 

disisi lain juga bisa diartikan sebagai beli.27  Sedangkan berdasarkan istilah, jual 

beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya 

atas dasar saling rela dan suka.28 Dalam hal ini jual beli yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah praktik menukarkan barang dengan uang berdasarkan nilai 

yang ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 

 

2. Hukum Persaingan Usaha 

Hukum Persaingan Usaha berdasarkan pandangan Arie Susanto adalah 

sebuah instrument hukum yang dimana dalamnya menetapkan mengenai 

bagaimana persaingan itu harus dilakukan.29artinya hukum persaingan usaha itu 

berisi ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha diantara pelaku usaha. 

 
25 Hadiyanto, M. Fajar, “Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial,” Jurnal Ekonomi Islam II, no 2 

(Desember 2008): 41 
26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 butir 02. 
27 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 

2 (Desember, 2015), hlm.240-241 
28 Saipullah, dan Hilda, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 1, no. 1 (2021): 1. 
29 Arie Susanto, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 3. 



 

 

14 

Sedangkan menurut Hermansyah hukum persaingan usaha merupakan 

sekumpulan aturan hukum yang dimana mengtaur tentang seluruh aspek yang 

berhubungan dengan persaingan usaha, mencangkup persoalan mana saja yang 

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha.30 

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kompilasi merupakan kata compile yang maknanya ialah mengupulkan, 

menyusun, dan menghimpun, sedangkan hukum secara materil dapat diartikan 

sebagai keseluruhan aturan tingkah laku manusia baik tertulis ataupun tidak, yang 

berbentuk kaidah atau norma-norma untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban 

dalam suatu masyarakat, dimana aturan tersebut dijalankan secara tegas dan 

mengikat sehingga harus di ikuti oleh seluruh masyarakat sesuai kekuasaan 

hukum tersebut. Hukum dalam arti formal adalah suatu norma yang dibentuk oleh 

keinginan manusia yang didalamnya mengandung petunjuk-petunjuk tingkah 

laku, mengenai larangan dan anjuran31.Sedangkan dalam Perma KHES Pasal 1 

yang dimaksud ekonomi syariah ialah kegitan atau usaha yang dikerjakan oleh 

perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, 

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan komersial maupun tidak komersial 

sesuai prinsip syariah.32  

 Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, yang dimaksud sebagai 

Ekonomi Syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum mengenai Ekonomi yang 

berasal dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan juga merupakan suatu bangunan 

 
30 Hermansyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kecana, 2008), 2. 
31 Muhammad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2015), 51-52. 
32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 01. 
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perekonomian yang  dirikan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan keadaan 

lingkungan dan masa.33 Maka dapat diartikan bahwa kompilasi hukum ekonomi 

syariah adaah suatu kumpulan aturan-atauran atau norma yang bersumber dari Al-

Qur’an dan hadits dimana didalamnya mengandung segala aturan terkait 

perekonomian ummat Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian rangkuman sementara dari isi 

skripsi atau kerangka berpikir pada penulisan skripsi, yang dimana bertujuan 

untuk memahami semua pembahasan yang ada. Susunan sistematika pembahasan 

yaitu:  

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah 

dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat Praktik Jual Beli Di Toko 

Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan 

Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Bab II Kajian Kepustakaan dalam Bab II ini menjabarkan mengenai kajian 

kepustakaan terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

dan kajian teori yaitu menjelaskan teori yang dipakai dan relevan dengan 

penelitian ini.  

Dalam Bab III ini mencantumkan metode penelitian dengan penjelasannya 

yang dipakai oleh peneliti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi 

 
33 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah, (Kencana, 2014), 1-2. 
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penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan 

keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. 

Dalam Bab IV ini mencantumkan hasil penelitian yakni berupa pembahasan 

rumusan masalah mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah yang kedua terkait Objek Jual Buli Di Toko Sririzky Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan yang ketiga terkait Akibat Hukum Jual Beli Di 

Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum 

Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam Bab V memuat penutup, yang mendeskripsikan poin akhir dari skripsi 

yakni kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti dan saran dari 

hasil penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penenelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti berusaha untuk mentelaah penelitian pustaka agar 

dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensip mengenai topik 

penelitiannya, dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terdiri 

dari hasil penelitian dan teoritis orang lain serta bahan relevan seperti buku, 

jurnal, proseding konferensi, skripsi, artikel, tulisan  dipublikasikan, komunikasi 

secara langsung pada peneliti lain34, yang mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan tujuan sebagai bahan 

perbandingan dan juga sebagai bahan untuk melihat sejauh mana keorisinilan 

penelitian, adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut :  

1. Skripsi Adelina Nasution, dengan judul “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha 

Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 

1999 Dan Fiqh)”35 peneleitian ini membahas mengenai jual rugi atau 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 20 yang 

dilakukan pelaku usaha fotocopy dilingkungan IAIN Langsa terutama 

dilakukan oleh pendatang baru yang sengaja menetapkan harga yang paling 

rendah atau harga dibawah pasar untuk menarik pelanggannya, sehingga hal 

ini merusak harga dan mematikan usaha pesaingnya atau pelaku usaha 

 
34 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, 46   
35 Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain 

Langsa (Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 

Langsa), 23. 
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fotocopy lama. melihat rumusan masalah pada penelitian tersebut maka 

permasalahannya yakni bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 terhadap jual rugi yang dilakukan pelaku usaha fotocopy 

dilingkungan IAIN Langsa, bagaimana jual rugi yang dilakukan pelaku usaha 

fotocopy dilingkungan IAIN Langsa presfektif maqhasid syariah. Dalam 

sekripsi ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

normatif dimana penelitian ini memperoleh data melalui pengumpulan bahan 

pustaka, Dan pada penelitian ini juga menggunakan metode emperis dengan 

mendapatkan bahan dari penelitian yang ada dilapangan, yakni persaingan 

usaha pelaku usaha fotocopy di lingkungan kampus IAIN Langsa. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual rugi yang diperbuat pengusaha 

fotocopy dilingkungan IAIN Langsa melanggar Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 pada pasal 20 karena hal tersebut mengakibatkan adanya 

persaingan usaha tidak sehat dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada 

pelaku usaha lainnya, sehinga memberikan mudharat kepada orang lain dan 

hal ini juga dilarang dalam fiqh karena pada zaman Nabi SAW hal tersebut 

sangat dibenci. Jual rugi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan 

diantara pelaku usaha fotocopy disebabkan dapat merugikan pesaing lama 

bahkan bisa mematikan usahannya sehingga jual rugi ini tidak sesuai dengan 

konsep maqashid syariah yakni terwujudnya kemaslahatan diantara para 

pelaku usaha.36 

 
36 Adelina Nasution, “Jual Rugi,” 45. 
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2. Skripsi Arini, Nim 104170242 dengan judul “Implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Praktik Monopoli Dan 

Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin Xxiv 

Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)” penelitian ini membahas mengenai 

praktek monopoli atau persaingan tidak sehat pada petani karet di Desa 

Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang 

dilakukan oleh tengkulak karet di wilayah tersebut, melihat rumusan masalah 

pada penelitian tersebut maka permasalahannya yakni bagaimana 

Implementasi  pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 5 Tahun 

1999 mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan apa 

saja faktor yang menyebabkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam kepada praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam sekripsi ini metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan field research, 

dengan menggunakan dua jenis sumber data, data primer dan sekunder yang 

diperoleh melewati wawancara, observasi serta dokumentasi, selanjutnya 

penelitian ini menggunakan pendekatan descriptif kualitatif, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah di Desa Jelutih dimana Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomer 5 Tahun 1999 ini tidak digunakan atau telah dilanggar 

sehingga adanya kecurangan dalam jual beli karet yang dilakukan oleh toke 

karet, toke karet melarang pelaku usaha pesaingnya melakukan suatu kegiatan 

usaha di Desa kawasannya, mencegah petani menjualkan hasil usahanya ke 

pesaing usahanya, mendriskiminasi harga karet terhadap petani karet 
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sehinnga toke karet tersebut menguasai dan dapat mengatur penetapan harga 

sesuai dengan kemauannya dengan cara mematikan pelaku usaha lain.37 

3. Skripsi Siti Nur Maulidatun Nafisah, Nim 083132029 dengan judul 

“Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory 

Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum 

Ekonomi Islam.” Penelitian ini membahas mengenai persaingan usaha tidak 

sehat yang dilakukan toko merah di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari 

Kabupaten Jember dengan cara jual rugi atau predatory pracing dalam 

prespektif  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli dan 

Hukum Ekonomi Islam. Dimana pada toko merah menjual harga 

dagangannya jauh dibawah harga pasar sehingga masyarakat Bangsalsari 

banyak yang berbelanja ke toko merah dibandingkan ke toko lainnya, kalo 

dilihat dari rumusan masalah permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu 

bagaimana bentuk persaingan tidak sehat predatory pracing didesa Sukorejo, 

bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai hal 

tersebut, dan bagaimana pula pandangan hukum ekonomi islam terhadap 

predatory pracing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Emperis dengan mamakai pedekatan kualitatif, sumber data yang dipakai 

dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder serta teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan 

 
37 Arini, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin 

Xxiv Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”, (Skripsi, Univeritas Islam Negeri shuta jambi, 

2021), 7. 
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dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual rugi atau 

predatory pracing yang dilakukan toko merah di desa Sukorejo telah banyak 

merugikan pihak di dalam jual beli, praktek jual rugi atau predatory pracing 

ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 mengenai antimonopoli dan juga praktek predatory pracing ini 

telah menentang asas-asas di dalam jual beli yang terkandung pada Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah serta telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis 

yang semestinya dijalankan secara adil38. 

4. Skripsi Adiwidya Imam Rahayu, Nim 0598230084, dengan judul “Dugaan 

Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi Di 

Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, penelitian 

ini membahas mengenai dugaan praktek jual jual rugi yang dilakukan oleh 

salah satu perusahaan telokomunikasi atau pelaku usaha oprator seluler 

dimana adanya dugaan melakukan jaul rugi dengan memberikan harga yang 

sangat rendah atau memberikan tarif rendah bahkan memberikan layanan 

SMS gratis dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya agar tidak 

tergeser pelaku usaha pesaingnya, kalo melihat rumusan pada penelitian ini 

maka permasalahannya ialah apakah peraturan mengenai predatory pricing 

masih relevan untuk digunakan pada bisnis modern, bagaimana Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 mendiskripsikan predatory pricing dan 

 
38 Siti Nur Maulidatun Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau 

Predatory Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Jember, 2017), 2. 
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bagaimana aturan tersebut mengenakan tuduhan bahwa perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia melakukan jual rugi. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan 

kepustakaan dengan cara pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, 

dalam menganalisis data penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perang tarif atar oprator seluler 

yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha itu sendiri dan yang 

pasti dapat mematikan usaha pesaingnya sehingga disini KPPU dituntut untuk 

lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

predatory pricing39 

5. Skripsi, Agiel Siraj Nasher Nim 1842107, dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi ( Predatory Pricing ) Pada E-

Commerce Di Indonesia” penelitian ini membahas mengenai predatory 

pricing yang dilakukan pelaku usaha pada E-comerce yang dimana seller 

mereka menetapkan harga dibawah pasar dalam menjual produk-produknya 

dengan tujuan untuk banyak menarik pelanggang dengan strategi 

merendahkan harga produknya di bawah harga pasar atau standarnya, dilihat 

dari tinjauaan hukum islam, pada penelitian ini metode yang di pakai adalah 

metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memakai prosedur 

yang sistematik untuk mengembangkan teori secara indukatif, pedekatan yang 

digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Kesimpulan 

 
39 Adiwidya Imam Rahayu, “Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri 

Telekomunikasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Skripsi, Universitas Indonesia, 

2010), 2. 
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pada penelitian ini adalah jual rugi yang diperbuat pelaku usaha atau seller E-

comerce yang dimana melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada 

pasal 20 karena hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak 

sehat dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lainnya, 

sehinga memberikan mudharat kepada orang lain dan hal ini juga dilarang 

dalam fiqh karena pada zaman Nabi SAW hal tersebut sangat dibenci. Jual 

rugi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan diantara pelaku usaha E-

comerce disebabkan dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang sama-sama 

menjual produk yang sama bahkan bisa mematikan usahannya sehingga jual 

rugi ini tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah yakni terwujudnya 

kemaslahatan diantara para pelaku usaha40. 

2.1 Tabel Perbandingan Dan Persamaan Penelitian 

No Nama Penulis Judul Pesamaan Perbedaaan 

1 Adelina 

Nasution 

Jual Rugi Pada 

Persaingan Usaha 

Fotocopy Di 

Lingkungan 

Kampus Iain 

Langsa (Perspektif 

Uu No. 5 Tahun 

1999 Dan Fiqh) 

Sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai jual beli 

berdasarkan 

ketetapan pasal 20 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

1999 Mengenai 

Larangan 

Monopoli Dan 

Persaingan Tidak 

Sehat 

Penelitian 

terdahulu 

objeknya 

pelaku usaha 

fotocopy 

dilingkungan 

Kampus IAIN 

Langsa 

menggunakan 

metode 

normatif 

2 Arini Implementasi 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang 

Praktik Monopoli 

Sama-sama 

meneliti mengenai 

pelanggaran 

Undang-Undang 

Nomor. 5 tahun 

1999 yang dimana 

Pada 

penelitian ini 

membahas 

mengenai 

pelanggaran 

monopoli 

 
40 Agiel Siraj Nasher, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi ( Predatory 

Pricing ) Pada E-Commerce Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 2. 
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Dan Persaingan 

Tidak Sehat (Studi 

Kasus Di Desa 

Jelutih Kecamatan 

Batin Xxiv 

Kabupaten 

Batanghari Provinsi 

Jambi) 

terdapat pelaku 

usaha yang 

dengan sengaja 

ingin menguasai 

pasar dengan 

memonopi dan 

menetapkan harga 

agar dapat 

menghalangi atau 

mematikan usaha 

pesaingnnya, 

penelitian ini 

menggunakan 

metode lapangan 

atau emperis 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

peneliti 

lakukan akan 

membahas 

mengenai 

penetapan 

harga dibawah 

harga pasar. 

3 Siti Nur 

Maulidatun 

Nafisah 

Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Dengan 

Cara Jual Rugi atau 

Predatory Pracing 

Di Kecamatan 

Bangsalsari 

Kabupaten Jember 

Dalam Prespektif 

Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999 

Tentang 

Antimonopoli Dan 

Hukum Ekonomi 

Islam 

Sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai jual beli 

berdasarkan 

ketetapan pasal 20 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

1999 Mengenai 

Larangan 

Monopoli Dan 

Persaingan Tidak 

Sehat, 

menggunakan 

metode penelitian 

emperis 

Penelitian Siti 

Nur 

Maulidatun 

Nafisah 

objeknya toko 

merah di Desa 

Sukorejo 

Kecamatan 

Bangsalsari 

Kabupaten 

Jember 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

peneliti 

objeknya jual 

beli di Toko 

Sririzky  

 

4 Adiwidya 

Imam Rahayu 

Dugaan Praktek 

Jual Rugi 

(Predatory Pricing) 

Dalam Industri 

Telekomunikasi Di 

Indonesia Di Tinjau 

Dari Undang-

Undang Nomor 5 

Tahun 1999 

Mengenai Larangan 

Praktek Monopoli 

Sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai jual beli 

berdasarkan 

ketetapan pasal 20 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

1999 Mengenai 

Larangan 

Monopoli Dan 

Persaingan Tidak 

Penelitian 

Adiwidya 

Imam Rahayu 

objeknya 

perusahaan 

telekomunikasi 

yang saling 

bersaing 

dengan cara 

predatory 

pricing atau 
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Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat 

Sehat jual rugi 

dengan cara 

memberikan 

tarif rendah 

dan juga 

meberikan 

layanan SMS 

gratis, 

menggunakan 

metode 

penelitian 

normatif 

5 Agiel Siraj 

Nasher 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Prilaku Bisnis Jual 

Rugi (Predatory 

Pricing) Pada E-

Commerce Di 

Indonesia 

Sama-sama 

mengangkat tema 

mengenai jual beli 

berdasarkan 

ketetapan pasal 20 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

1999 Mengenai 

Larangan 

Monopoli Dan 

Persaingan Tidak 

Sehat 

Penelitian 

Agiel Siraj 

Nasher 

objeknya 

pelaku usaha 

pada E-

comerce yang 

saling bersaing 

dengan cara 

predatory 

pricing atau 

jual rugi, 

menggunakan 

metode 

normatif 

 

Jadi Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama 

membahas mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor. 5 

tahun 1999 pada pasal 20 terkait predatory pricing atau jual rugi yaitu melakukan 

jual beli dengan cara jual rugi atau menentapkan harga dibawah harga produksi 

dengan tujuan ingin menguasai pasar dan menghambat pelaku usaha pesaingnnya. 

Adapun perbedaanya penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu 

adalah terletak pada objeknya dan metode penelitian yang digunakan, dimana 

penelitian yang akan dilakukan peneliti objeknya jual beli pada Toko Sririzky di 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode penelitian 
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Hukum Emperis sedangkan penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode 

penelitian Hukum Nomatif. 

B. Kajian Teori 

Bagian ini berisi mengenai pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan sebuah penelitian. Pembahasan teori secara 

mendalam dan lebih luas akan semakin memperdalam pengetahuan peneliti dalam 

mengkaji suatu permasalahan yang hendak diselesaikan berdasarkan dengan fokus 

dan tujuan penelitian.41 

1. Jual Beli Dengan Cara Menjual Rugi Berdasarkan Pandangan Hukum 

Persaingan Usaha 

Competion adalah hal yang sangat lumrah ditengah tengah masyarakat 

bahkan menjadi karakteristik yang cukup lekat pada kehidupan manusia dimana 

mereka cenderung saling berlomba-lomba untuk saling menggngguli dalam 

banyak hal. Namun persaingan atau competion di bidang ekonomi adalah salah 

satu wujud persaingan sering dan utama diantara persaingan-persaingan lainnya, 

baik dalam persaingan antar individu, kelompok dan bangsa. Persaingan usaha 

tidak sehat adalah persaingan para pelaku usaha antara satu dengan yang lainya 

yaitu antara dua pihak pelaku usaha atau lebih yang saling bersaing dalanm 

menjalakan usahanya pada kegiatan produksi dan pemasaran produk atau barang 

yang dipasarkannya dengan memakai cara-cara yang melanggar atau melawan 

ketentuan hukum atau dengan cara-cara yang tidak baik dan jujur demi 

 
41 Chatamarrasjid, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 

20. 
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menghambat atau mematikan usaha lawannya agar usahanya tetap ramai 

pelanggan.42 

Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor. 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat yakni Competion diantara para 

pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dan produksi barang 

atau jasa yang menggunakan cara tidak jujur serta telah melawan hukum yang 

dapat mengakibatkan terhambatnya usaha dari pelaku usaha lawannya,  Lalu 

berdasarkan Heinz Lampert, menyatakan bahwa persaingan tidak sehat 

merupakan sebuah tindakan curang atau licik yang menentang moral baik,  

sedangkan menurut non limitatif Lampert tindakan curang dapat dicontohkan 

seperti memberikan informasi bohong dan menyesatkan sehingga dapat 

mempengaruhi pembeli, memalsukan merek produk pedagang lain, membuat 

iklan yang menjelekan produk pelaku usaha pesaingnya, mempublikasikan 

informasi tidak benar mengenai pelaku usaha pesaingnya, membaikot dan 

menurunkan harga produknya secara tidak wajar jauh dibawah harga pasar43 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai 

Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku 

usaha tidak boleh menjalankan kegiatan yang dilarang baik sendiri maupun secara 

bersama-sama tentang penguasaan pasar seperti menghalangi dan menolak pelaku 

usaha lain untuk menjalankan kegiatan usaha yang sama pada pasar tertentu, 

mencegah pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk menjalankan ikatan usaha 

 
42 Richardus Eko Indrajit, Proses Bisnis Outsourcing, (Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia, 

2003), 137. 
43 Indrajit, Proses Bisnis Outsourcing, 137. 



 

 

28 

dengan pesaingnya, membatasi penjualan dan peredaran barang dan jasa pada 

suatu pasar.44menjalankan praktek diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu, 

memasok barang maupun jasa menggunakan cara jual rugi ataupun menurunkan 

harga jauh dibawah pasar atau setandar umumnya dengan tujuan untuk mematikan 

usaha pesaingnya dan curang dalam menentukan biaya produksi serta biaya 

lainnya yang termasuk bagian dari komponen harga barang dan jasa yang bisa 

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai 

Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni menciptakan iklim usaha 

yang tertib dan kondusif melewati pengaturan persaingan usaha yang jujur tanpa 

adanya kecurangan sehingga mampu menjamin kepastian kesempatan untuk 

berusaha yang sama bagi para pelaku usaha baik para pelaku usaha kecil, pelaku 

usaha menengah, serta pelaku usaha besar, maka Undang-Undang Nomor. 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

memberikan aturan mengenai beberapa tindakan dan kegiatan yang tidak boleh 

dilakukan dan yang bisa menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat45.  

Berhubungan dengan larangan Antimonopoli serta persaingan usaha yang 

tidak sehat, beberapa contoh kegiatan yang tidak boleh dilakukan ialah 

memasarkan barang atau jasa menggunakan cara jual rugi atau menetapkan harga 

dibawah pasar. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 20 

menerangkan bahwa produsen aatau pelaku usaha tidak boleh melakukan 

pemasokan barang atau jasa dengan menggunakan cara jual rugi, yaitu 

 
44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 5. 
45 Abdul R Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: PT 

Kencana Pranada Group, 2008), 226. 
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menetapkan harga dibawah harga produksi atau kulaan sehingga harga jualnya 

jauh dibawah harga pasar, dengan tujuan untuk mencari pelanggan sebanyak-

banyaknya sehingga dapat menyingkirkan atau mematikan usaha dari pedagang 

pesaingnya, yang mana hal ini dapat menjadikan terjadinya praktek monopoli atau 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat, jadi yang dimaksud pada pasal 20 ini 

menyatakan bahwa yang dilarang adalah pelaku usaha tidak boleh melakukan jual 

rugi karena dapat merusak harga pasar dan dapat menyebabkan pesaingnya 

gulung tikar.46 

Sederhananya, jual rugi bisa digambarkan ketika pelaku usaha yang 

mempunyai kekuatan keuangan yang cukup baik atau posisi dominan (deep 

pocket) dalam memasarkan produknya dibawah harga pasar atau dibahawah biaya 

produksi dengan harapan agar dapat menekan lawannya keluar dari pasar.47 

Sesudah pelaku usaha memenangkan persaingan tersebut dan mampu 

menyingkirkan pesainnya atau lawannya keluar dari pasar, pelaku usaha tersebut 

akan perlahan-lahan akan menaikkan kembali harga yang awalnya murah menjadi 

mahal agar dapat mengembalikan seluruh kerugian yang ia keluarkan saat 

memakai strategi jual ruginya serta berusaha meraih keuntungan dari hasil 

monopilinya.48 

Jual rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai 

Antimonopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kategori kegiatan 

 
46 Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 35. 
47Meita Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial,” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1 

(Maret 2019): 60. 
48 Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), 157. 
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yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Undang-Undang tersebut 

mengategorikan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang 

sebagai tiga macam yakni Perjanjian Yang Dilarang dimana diatur dalam Bab III, 

dan Kegiatan Yang Dilarang dimana tertera pada Bab IV, serta Posisi Dominan 

diatur dalam Bab V. Pada kategori tersebut Perjanjian yang dilarang ditetapkan 

ada 10 tindakan yang dilarang dikerjakan oleh para pelaku usaha, sedangkan pada 

kategori Kegiatan yang dilarang serta Posisi dominan masing-masingnya 

ditetapkan 4 kegiatan dan 3 tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh 

pelaku usaha. Serta jual rugi dapat dikategorikan sebagai praktik kegiatan yang 

dilarang yakni penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 sampai pasal 21. 

Penguasaan pasar dapat dimaknai sebagai pengusaan atasa pasar yang dikerjakan 

oleh beberapa pelaku usaha baik satu maupun lebih pelaku usaha yang ikut andil 

dalam penguasaan pasar tersebut, dengan tujuan untuk dapat mengatur dan 

menetapkan harga barang maupun jasa.49 

Adapun pengusaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada 

pasal 19 sampai pasal 21 yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha baik sendiri 

atau bersama-sama yakni menghambat ataupun tidak memperbolehkan 

menjalankan kegiatan yang sama pada pasar tertentu bagi pelaku usaha lainnya, 

menghalangi pelanggan pelaku usaha lawannya untuk menjalankan ikatan usaha 

dengan lawannya tersebut, membatasi penjualan dan peredaran barang maupun 

jasa pada suatu pasar, menjalankan praktik diskriminasi kepada salah satu pelaku 

 
49 Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 37. 
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usaha, memasok barang maupun jasa menggunakan cara jual rugi atau 

menurunkan harga jauh dibawah pasar atau setandar umumnya dengan tujuan 

untuk mematikan usaha pesaingnya serta curang, sehingga menyebabkan 

persaingan usaha diantara para pelaku usaha tersebut jadi tidak sehat.50 

Praktik jual rugi atau menentukan harga dibawah biaya produksi 

merupakan kegiatan yang secara jelas bertolak belakang dengan tujuan dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satau tujuan dari dibentuknya 

norma-norma tersebut ialah untuk mencegah adanya praktek monopoli maupun 

persaingan usaha yang tidak sehat, menjaga kepentingan umum serta 

meningkatkan efesiensi ekonomi nasional, menjaga kepastian kesempatan yang 

sama bagi semua pihak untuk berusaha, semua itu dicantumkan dalam pasal 3 bab 

II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar terwujudnya efesiensi dan 

efektifitas dalam iklim usaha 

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai 

Antimonopoli mengatakan bahwa tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tersebut yaitu untuk mencapai terwujudnya pembanguanan pada 

bidang ekonomi sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai dengan 

Undang-Undang dasar 1945 dan pancasila, tercapainya demokrasi pada bidang 

ekonomi agar adanya kepastian kesempatan yang sama untuk seluruh warga 

negara dalam bepartisipasi  pada kegiatan produksi dan pemasaran barang serta 

jasa, dalam iklim usaha yang jujur, sehat, efisien dan efektif sehingga bisa 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta bekerjanya ekonomi pasar yang wajar 

 
50 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), 89-90. 



 

 

32 

dan stabil, serta seluruh orang yang melakukan kegiatan usaha di indonesia wajib 

melakukan persaingan usaha yang jujur sehat dan wajar, sehingga tidak 

menyebabkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu, 

dengan tidak terlepas dari perjanjian yang telah dilakukan negara republik 

indonesia kepada perjanjian-perjanjian internasional.51 

Tindakan jual rugi atau penetapan harga dibawah pasar pada konteks 

persaingan usaha merupakan suatu tindakan pelaku usaha yang secara umum 

mempunyai posisi dominan dalam pasar atau pelaku usaha sebagai incumbent, 

dimana pelaku usaha menentukan harga yang merugikan secara ekonomi dalam 

beberapa waktu yang cukup lama. Strategi ini bisa menyebabkan  lawannya 

tersingkir dari pasar yang bersangkutan dan atau dapat menghambat pelaku usaha 

baru untuk bisa masuk ke pasar bersangkutan.52 

Jual rugi jika dalam jangka pendek, sangat menguntungkan pembeli, tetapi 

sesudah tujuan dari pelaku usaha yang melakukan jual rugi sudah dapat 

menyingkirkan lawannya dari pasar dan menghambat calon pelaku usaha baru, 

pelaku usaha incumbent atau pelaku usaha dominan tersebut berharap bisa 

meninggikan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditentukan untuk 

mengembalikan kerugian tersebut ialah harga monopoli yang lebih tinggi 

dibandingkan harga setandarnya, sehingga bisa merugikan konsumen.53 Praktik 

ini merupakan strategi bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan 

 
51 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 3 ayat (1-4). 
52 Mustafa Kamal Rokan, Hukum persaingan usaha : (teori dan praktiknya di Indonesia ) (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), 158.  
53 I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, “Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku 

Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 3.  
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mengembalikan kerugian yang diakibatkan ketika menjalankan harga rendan atau 

jual rugi. Strategi jual rugi ini, termasuk kedalam limit pricing strategy yang 

diidentifikasikan dengan kemauan pelaku usaha dominan atau monopolis untuk 

dapat menyelamatkan posisinya dengan strategi  memotongan harga produk atau 

barang secara substansial atau meningkatkan produksi secara signifikan. Perilaku 

ini bertujuan agar pelaku usaha baru tidak dapat masuk kedalam pasar atau tidak 

memberikan kesempatan pada pelaku usaha baru masuk ke dalam industri yang 

bersangkutan, sehingga pelaku usaha monopolis dapat mempertahankan posisi 

strategisnya54. 

Walaupun adanya jual rugi memang dapat menguntungkan konsumen atau 

pembeli, tetapi hal tersebut tidak akan lama karena apabila pelaku usaha yang 

menerapkan harga dibawah pasar sudah dapat menyingkirkan pesaingnya maka 

pelaku usaha tersebut akan meninggikan harga produknya secara signifikan 

sehingga pembeli langganan atau konsumen akan dirugikan. Karena hal itu 

kenapa praktik jual dibawah harga pasar atau jual rugi atau predatory pracing 

bertententangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena 

selain tidak tercapainya iklim persaingan usaha yang jujur, sehat, efisien dan 

efektif praktik jual beli dibawah harga pasar juga tidak bisa menjaga kepentingan 

umum.55 

Ada beberapa indikator dalam mengatur Jual Rugi bagi pedagang yang 

dimaksudkan telah menghambat dan menghentikan usaha dari pesaingnya, 

indikator tersebut ialah Above-Cost dan Limit-Pricing. Above-Cost yaitu pelaku 

 
54 Rokan, Hukum persaingan usaha, 159. 
55 Rokan, Hukum persaingan usaha,, 57. 
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usaha atau pedagang dapat dikatakan memiliki tujuan maupun maksud untuk 

menghentikan usaha dari pesaingnya jika secara umum harga yang ditentukan 

cukup rendah hingga dapat membuat keuntungan maksimum menurun pada 

jangka waktu yang pendek walaupun pelaku usaha tersebut telah menentukan 

harga produknya diatas biaya produksi standarnya.56 

Pelaku usaha secara umum pasti memilih tingkat produksi yang hanya 

meninggalkan sedikit tuntutan yang tersisa untuk pelaku usaha lainnya, yang 

mana juga ingin mendapatkan keuntungan itu. Namun nyatanya tidak terdapat 

pelaku usaha pemula yang dapat menambal biaya total rata-ratanya terhadap harga 

yang diberlakukan pelaku usaha dominan. Dengan merelakan sedikit 

keuntungannya, pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi secara umum 

akan membiarkan pelaku usaha lawannya tetap ada di luar pasar. Jika hal itu 

sudah terwujud, maka pelaku usaha yang menjalakan praktik jual rugi kemudian 

akan mencoba mendapat keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan 

yang didapat dari pasar persaingan sehat. Cara demikian dapat menyebakan 

kerugian bagi konsumen bila ada pelaku usaha lainnya yang mengikuti pelaku 

usaha yang menjalankan praktik jual rugi tersebut, yakni dengan menambah 

volume barang dan merendahkan biaya produksi sehingga masih amapu bersaing 

dan nantinya akan mengikuti kenaikan harga yang diatur oleh pelaku usaha yang 

menjalankan praktik juak rugi tersebut, artinya hal tersebut akan merugikan 

pembeli atau konsumen.57 

 
56 Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 42. 
57 Rokan, Hukum persaingan usaha, 43 
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Sedangkan Limit-Pricing dapat dilihat dari kemauan pelaku usaha 

dominan atau monopolis untuk dapat menyelamatkan posisinya dengan strategi  

memotongan harga produk atau barang secara substansial atau meningkatkan 

produksi secara signifikan. Perilaku ini bertujuan agar pelaku usaha baru tidak 

dapat masuk kedalam pasar atau tidak memberikan kesempatan pada pelaku usaha 

baru masuk ke pada pasar yang bersangkutan, sehingga pelaku usaha monopolis 

bisa menjaga posisi strategisnya, biasanya Limit-Pricing ini dijalankan dengan 

memberikan tanda pada para pelaku usaha baru bahwa dengan bergabungnya 

pelaku usaha pendatang tersebut didalam industri, maka penambahan output akan 

mengakibatkan turunnya harga sehingga akan berada tepat sama dengan total 

biaya umumnya. Dengan kemungkinan terjadi kondisi tanpa adanya keuntungan 

atau zero profit, pelaku usaha pendatang seringkali memilih untuk tidak masuk 

pada industri yang bersangkutan.58 

Kegagalan pasar adalah masalah yang perlu adanya andil pemerintah agar 

berperan pada perekonomian. Pasar dapat dikatakan gagal karena tidak mampu 

menyelesaikan beberapa problem ekonomi, yakni karena mekanisme kerja pasar 

tidak sempurna dan mekanisme kerja pasar tidak berjalan secara efisien. 

Mekanisme pasar bisa berjalana dengan efisien dan mewujudkan kesejahteraan 

yang optimum untuk masyarakat jika harga yang diperoleh merupakan harga yang 

adil. Untuk mewujudkan harga yanag adil, maka wajib terpenuhi syarat teknis 

serta syarat moral sekaligus. Secara teknis mekanisme kerja pasar yang efisien 

bisa berjalan jika adanya kerjasama yang cukup baik antara masyarakat dan 

 
58 Rokan, Hukum persaingan usaha, 12. 



 

 

36 

pemerintah, dimana pemerintah sebagai pemberi fasilitator dan menyediakan 

aturan serta masyrakat yang mengikuti aturan itu dalam hal ini ialah pelaku pasar, 

sehingga tidak adanya halangan untuk keluar masuk dari pasar, homogenitas 

komoditas, dan jumlah pelaku usaha yang banyak. Artinya, pasar yang 

berkompetisi secara sempurna memiliki peluang untuk mewujudkan harga yang 

adil untuk konsumen ataupun produsen. Sedangkan secara moral, mekanisme 

kerja pasar yang efisien memaksa adanya sikap sportivitas, keterbukaan, kejujuran 

dan keadilan. Moralitas akan mewujudkan competition di pasar menjadi 

persaingan yang indah dalam rangka menciptakan kebaikan sehingga menjadikan 

kesejahteraan untuk masyarakat luas.59 

Secara nyata, syarat-syarat teknis itu sering kali tidak ada atau ada, namun 

tidak memadai sehingga perlu upaya pemerintah dan masyrakat untuk 

mencapainya. Realitas memperlihatkan, bahwa asimetri informasi, heterogenitas, 

hambatan perdagangan, dan monopoli sering terjadi. Bahkan, hal-hal itu bisa 

terjadi secara alamiah, sehingga terlaksananya syarat-syarat teknis itu sering 

dianggap sebagai ketidakmungkinan dapat terpenuhi. Moralitas juga sering kali 

menjadi penghambat yang serius dalam menciptakan pasar yang efisien. Pelaku 

pasar kebanyakan tidak mentaati nilai-nilai moralitas demi memenangkan 

persaingan bahkan cukup mirisnya lagi mereka beranggapan bahwa kecurangan 

yang dilakukan merupakan sebuah kewajaran dengan dalih untuk mencari 

konsumen sebanyak-banyaknya untuk membeli kepadanya tanpa melihat kerugian 

yang diakibatkan kepada pesaingnya. Pelaku pasar ada juga yang memakai 

 
59 Rokan, Hukum persaingan usaha,  333. 
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kemampuannya bersaingnya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat 

akibat yang akan terjadi sehingga kemungkinan tidak sepaham dengan 

kepentingan masyarakat. Jika tidak ada intervensi oleh pemerintah, secara alamiah 

pasar yang bercompetisi secara tidak langsung akan mengarah pada monopoli. 

Persaingan yang tidak sehat akan menyediakan ruang kepada pelaku usaha yang 

kuat untuk semakin mendominasi pasar, dan menyebabkan pelaku usaha yang 

lemah akan keluar pasar. Ketika posisi dominan, pasar sudah menjadi monopolist, 

maka mepermudah baginya untuk mencari rente (monopolistic rent) yang dapat 

merugikan masyarakat. 60 

Secara ideal, pasar yang benar kompetitif tidak akan ditemui pada dunia 

nyata. Biasanya tetap ada hal yang menghalangi berjalannya persaingan yang 

sehat. untuk itu, pemerintah wajib berperan demi menjamin terselengaranya 

mekanisme pasar yang baik. Secara umum pemerintah harus memastikan serta 

menjaga agar mekanisme pasar bisa bersaing dengan sempurna. Pemerintah juga 

wajib menjamin kebebasan untuk keluar masuknya pelaku usaha pasar, 

menghilangkan semua hambatan pada persaingan seperti monopoli, memfasilitasi 

untuk memudahkan pelaku pasar dalam mendapatkan informasi, membongkar 

penimbunan barang, melarang kartel, dan yang lainya yang termasuk persaingan 

usaha tidak sehat. Membuat langkah-langkah yang meningkatkan daya beli dan 

daya saing dari para pelaku pasar yang lemah, seperti pada pedagang kecil serta 

pembeli miskin. Termasuk dalam membuat skenario kerja sama antara para pelaku 

pasar, misalnya antara pelaku usaha besar dan pembeli kecil agar dapat 

 
60 Gunawan Widjaja, Antimonopoli, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 449. 
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meningkatkan efisiensi serta pemerataan. Mengambil seluruh kebijakan untuk 

mewujudkan harga yang adil,  terutama jika terdapat persaingan tidak sempurna 

terjadi pada pasar. Monopoli tidak seluruhnya berdampak buruk bagi masyarakat 

jika harga yang dihasilkan tetap harga yang adil.61  

Kebijakan yang bisa dijalankan oleh pemerintah pada sektor 

perekonomian ialah dalam manajemen produksi serta ketenagakekerjaan pada 

sektor publik pemerintah bisa berperan afektif untuk mengelola kekayaan publik 

yang dimana masyarakat telah gagal mengelolanya. Mengatur produksi dan 

ketenagakerjaan pada sektor tersebut dapat mempunyai dampak besar dalam 

perekonomian secara menyeluruh. Dalam Instrumen yang berhubungan dengan 

upaya untuk mendorong kegiatan sektor swasta, seperti menentukan regulasi bagi 

sektor swasta, menjalnkan redistribusi faktor produksi, serta menciptakan 

perlindungan untuk masyarakat lemah. 

Pricing policy yakni negara meregulasi harga menggunakan cara 

intervensi pasar, penetapan harga ataupun dengan cara mendorong kebijakan 

diskriminasi harga bagi kelompok masyarakat, daerah dan sektor tertentu yang 

dipandang sebagai kepentingan publik. Pricing policy juga perlu dijalankan saat 

pasar tidak bersaing secara sempurna sehingga harga yang diciptakan tidak 

merugikan masyarakat. Menjalankan kebijakan fisikal, yakni pengelolaan APBN 

disamakan dengan prinsip keuangan publik. Menjalankan kebijakan kredit serta 

moneter yakni Investasi kekayaan dan juga surplus sektor publik.62 

 
61 Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," 

Jurnal Wawasan Hukum 33, no 2 (September 2015): 154. 
62 Widjaja, Antimonopoli 462. 
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Meskipun demikian ada beberapa kekurangan-kekurangan. Hal tersebutlah 

yang selanjutnya bisa menghambat efisiensi peranan pemerintah, beberapa 

kekurangan tersebut seperti pemerintah seringkali belum berhasil dalam 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya dengan tepat, 

sehingga formulasi kebijakannya otomatis kurang tepat. Serta pemerintah 

mempunyai banyak masalah struktural yang bisa menghalangi efektifitas dan 

efisiensi kebijakan, seperti masalah birokrasi serta politik. Dan keterkaitan 

pemerintah seringkali menyebabkan pengaturan yang berlebihan kepada aktivitas 

perekonomian, sehingga justru menghalangi mekanisme pasar serta peran 

masyarakat secara langsung.63 

2. Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

a). Pengertian Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah   

Berdasarkan KHES pasal 20 menyatakan bahwa jual beli atau akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih 

untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan hukum.64 Namun dalam 

butir 2 pasal 20 KHES juga dijelaskan bahwa jual beli juga merupakan bai’ yakni 

pertukaran benda dengan uang 65. Sedangkan menurut istilah fiqh dan bahasa Arab 

yang dumaksud jual beli adalah al bai’ yaitu memasarkan, mengalihkan serta 

menukar sesuatu dengan hal yang lainnya. lafal al-bai’ dalam bahasa arab 

seringkali dipakai sebagai definisi dari kata lawannya, yakni kata asy-syira yang 

 
63 Widjaja, Antimonopoli, 463. 
64 Hadiyanto, M. Fajar, “Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial,” Jurnal Ekonomi Islam II, no 2 

(Desember 2008): 41 
65 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 butir 02. 
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mempunyai arti beli. Maka dengan itu kata al bai’ bermakna jual, akan tetapi 

disisi lain juga bisa diartikan sebagai beli.66  Sedangkan berdasarkan istilah, jual 

beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya 

atas dasar saling rela dan suka. 67 

b). Dasar Hukum Jual Beli  

1. Al-Qur’an  

Dasar hukum dihalalkannya akad jual beli dengan berlandaskan kepada 

Al-Qur’an yaitu dalam surat Q.s Al-Baqarah 2:275 yang bunyinya. 

مُْ قمالُوْْٓا اِنَّهما  املهذِيْنم يَمْكُلُوْنم الر بَِٰوا لم ي مقُوْمُوْنم اِله كممما ي مقُوْمُ الهذِيْ ي متمخمبهطهُُ الشهيْطَٰنُ مِنم الْممس ِِّۗ ذَٰ  لِكم بِمِنَّه
اۤءمه الْب ميْعم ومحمرهمم الر بَِٰواِّۗ فمممنْ جم  ُ ى ف ملمه  ٗ  مموْعِظمة  مِ نْ رهب هِ  ٗ  الْب ميْعُ مِثْلُ الر بَِٰواۘ ومامحمله اللَّ َٰ ِّۗ   ٗ  فمانْ ت مهَٰ

مما سملمفم
لِدُوْنم ٗ  وماممْرهُ بُ النهارِۚ  هُمْ فِي ْهما خَٰ كم امصْحَٰ ىِٕ

ۤ
 ْٓٓ اِلَم اللَّ َِٰ ِّۗ ومممنْ عمادم فماوُلَٰ

“Orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan mirip berdirinya 

orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka 

berucap bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan telah mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang sudah diperolehnya dahulu menjadi 

miliknya serta urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” 68  

Selain dalam surat Q.s Al-Baqarah, 2:275, terdapat juga dasar hukum 

diperbolehkannya akad jual beli yang lainnya, yaitu Q.s An-Nisa, 4:29. Dimana 

berbunyi. 

نمكُمْ بِِلْبماطِلِ اِلهْٓ امنْ تمكُوْنم تِِمارمةً عمنْ   ت مرماض  مِ نْكُمْ ِّۗ وملم ت مقْتُ لُوْْٓا يَْٰٓمي ُّهما الهذِيْنم اَٰممنُ وْا لم تَمْكُلُوْْٓا اممْومالمكُمْ ب مي ْ
م كمانم بِكُمْ رمحِيْمًا   امنْ فُسمكُمْ ِّۗ اِنه اللَّ َٰ

 
66 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 

2 (Desember, 2015), hlm.240-241 
67 Saipullah, dan Hilda, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 1, no. 1 (2021): 1. 
68 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Q.s Al-Baqarah 2:275 
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“Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka di antara kamu” 69 

2. Hadits  

Ada beberapa hadits yang bisa dijadikan dasar dihalalkannya jual beli, 

antara lain: 

ممبَْوُْر   ب ميْع    ومكُلُّ   بيِمدِهِ   الرهجُلِ   عممملُ   قمالم   ؟  أمطْيمبُ   الْكمسْبِ   أميُّ   ومسملهمم  عملميْهِ   الل   صملهى  النهبُِّ   سُئِلم   

Hadits HR. Bazzar dan Al-Hakim, yang maknanya: “Nabi SAW pernah 

ditanya, usaha apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan 

(usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Bazzar 

dan Al-Hakim). 

Tidak hanya itu, ada juga hadits yang lain yang dapat dijadikan dasar 

dihalalkannya jual beli yaitu Hadits Riwayat Al-Baihaqi 

 إِنه مما الْب ميْعُ عمنْ ت مرماض  

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka 

sama suka)” (HR Al-Baihaqi). 

3. Ijma’  

Dalil dihalalkannya kegiatan jual beli menurut ijma’ ialah bahwa jual beli 

dihalalkan dengan dasar bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka 

memerlukan bantuan orang lain dalam lingkup untuk mencukui kebutuhan 

hidupnya. Contohnya ialah seperti bantuan berbentuk barang harus diganti dengan 

 
69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Q.s An-Nisa 4:29  
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barang yang setara. Dengan artian lain lain hal tersebut juga merupakan sistem 

barter. Disinilah peran dari jual beli itu.70 

c). Rukun dan Syarat Jual Beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

Kegiatan ekonomi terutama dalam hal jual beli terdapat aturan baik mana 

saja yang diperbolehkan dan mana saja yang dilarang sehingga terciptanya rukun 

dan syarat dalam melakukan kegiatan jual beli, karena perjanjian jual beli adalah 

tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan barang atau hak 

atas sesuatu barang dari penjual kepada pembeli, maka otomotais dalam perbuatan 

hukum ini, wajiblah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Berdasarkan pada 

pasal 56 KHES rukun dalam jual beli yaitu.71 

a) Penjual dan pembeli 

Salah satu rukun dari jual beli yakni wajib terdpat penjual dan pembeli, 

seperti yang tertera dalam pasal 57 KHES yang menyatakan bahwa pihak-

pihak yang berhubungan dalam perjanjian jual beli yakni penjual, pembeli, 

serta pihak lain yang terkait dalam perjanjian tersebut.  

b) Obyek  

Pada kegiatan jual beli sudah pasti tidak terlepas dari adanya obyek atau 

barang, karena obyek merupakan poin penting dari kegiatan transaksi jual beli 

itu sendiri. Seperti halnya yang diterangkan dalam pasal 58 KHES yang 

mengatakan bahwa obyek jual beli terdiri dari benda yang bergerak ataupun 

 
70 Sayid Sabiq, “Fiqh Sunnah” (Bandung, 1987), hlm. 46  
71 M. Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 35. 
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tidak bergerak, yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan yang terdaftar 

ataupun yang tidak terdaftar. 

c) Kesepakatan 

Kesepakatan pada suatu kegiatan perjanjian jual beli sangat penting sekali 

dan amat diperlukan,   karena diantara kedua belah pihak dalam menjalakan 

transaksi disandarkan pada rasa sukarela sehingga tidak ada paksaan 

didalamnya, dengan begitu kesepakatan perjanjian sudah terjadi. Pada pasal 

59 ayat 1 dan 2 KHES menerangkan bahwa (1) kesepakatan pada kegiatan 

jual beli bisa dijalankan dengan lisan, tulisan dan isyarat (2) kesepakatan 

sebagaimana  yang tertuang dalam ayat 1 mempunyai arti hukum yang sama. 

Kesepakatan dijalankan untuk mencukupi harapan dan kebutuhan masing 

masing pihak, baik kebutuhan hidup atau pengembangan usaha, akan tetapi 

bila terjadi perubahan akad jual beli akibat dari perubahan harga, maka akad 

terakhir yang dikatakan berlaku pasal 60 dan 61 KHES.72 

Selain tercapainya suatu rukun dalam jual beli, wajib juga tercapainya pula syarat 

dari jual beli itu, maka syarat dari jual beli berdasarkan yang ada dalam pasal 23 

ayat 2 KHES yakni: 

1. Cakap Hukum 

Cakap hukum adalah kecakapan seseorang yang menjalankan perbuatan 

hukum serta dapat mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya 

tersebut. Dalam menjalankan kegiatan transaksi jual beli  dibutuhkannya 

kecakapan yang wajib tertera didalam dirinya. 

 
72 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 57- 60. 
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2. Berakal 

Berakal maknanya seseorang yang melakukan perjanjian jual beli harus 

benar benar mempunyai pemikiran yang sehat atau dalam kedaan akal yang 

sehat serta dalam keadaan yang sadar, jadi maksudnya seseorang yang 

bertransaksi tidak gila maupun hilang ingatan.73 

3. Tamyiz 

Maknanya adalah seseorang yang sudah dapat membedakan mana saja yang  

baik dan mana saja yang kurang baik, termasuk apa yang dikerjakan olehnya 

dan  orang lain.74 

d). Obyek Jual Beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, ketentuan mengenai obyek jual beli yakni: 

a. Obyek yang diperjualbelikan wajib sudah ada 

b. Obyek yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan 

c. Obyek yang diperjualbelikan harus berbentuk barang yang mempunyai 

harga/nilai tertentu 

d. Obyek yang diperjualbelikan wajib halal 

e. Obyek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh sang pembeli 

f. Kekhususan dari obyek yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh sang 

pembeli 

g. Penunjukan dianggap mencukupi syarat kekhususan obyek yang 

diperjualbelikan jika obyek tersebut ada di tempat jual beli 

h. Sifat obyek yang bisa diketahui secara langsung oleh pembeli tidak 

 
73 Muhammad Azani, Hasan basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad 

Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” 

Jurnal Gagasan Hukum 03, no. 01 (2021): 5. 
74 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 23 ayat (2). 
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membutuhkan penjelasan lebih terus  

i. Obyek yang dijual wajib  ditetapakan secara pasti saat waktu akad.75 

e). Prinsip Prinsip Jual Beli  

a. Prinsip Kerelaan 

Prinsip kerelaan adalah ketetapan yang ada didalam kegiatan jual beli, dimana 

menyatakan bahwa tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi jual beli tersebut. prinsip tersebut juga dikenal sebagai 

prinsip taradin yakni prinsip yang tidak memperbolehkan adanya jual beli 

yang dilakukan atas dasar paksaan, sebab jika dalam bertransaksi terdapat 

paksaan maka hukumnya adalah haram. Prinsip tersebut dapat ditandai 

dengan terjadinya ijab dan qabul 

b. Prinsip Bermanfaat 

Kegiatan transaksi jual beli wajib mendatangkan faidah didalamnya. Faidah 

itu dapat datang dari obyek atau barang yang diperjualbelikan maupun dari 

segi objek, dan dari hasil objek tersebut. Artinya segala bentuk kegiatan jual 

beli tersebut harus memberikan keutungan dan manfaat bagi semua pihak 

yang bersangkutan.  

c. Prinsip Keadilan 

Pada kegiatan transaksi jual beli antara kedua belah pihak harus bisa bersikap 

adil. Dimana antara keduanya tidak boleh saling mendzolimi, seperti pihak 

penjual harus adil kepada si pembeli, dan sebaliknya. Penerapan sikap adil ini 

bisa berbentuk penentuan harga yang wajar dari penjual kepada pembeli.  

 
75Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 76. 
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d. Prinsip Kejujuran 

Penerapan dari prinsip kejujuran ini merupakan haramnya melakukan 

tindakan penipuan pada kegiatan transaksi jual beli, baik pihak penjual 

maupun pembeli. Kejujuran bisa dilaksanakan dengan menyampaikan 

informasi secara objektif, seperti penyampaian keadaan barang yang mau 

diperjualbelikan.  

e. Prinsip Kebebasan 

Pelaksanaan prinsip kebebasan yakni menetapkan suatu putusanmaupun 

tindakan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya kedua 

belah pihak mempunyai  hak untuk melakukan pembatalan transkasi jual beli 

karena satu sebab tertentu. Dan keduanya sudah bersepakat akan hal itu. 

f. Prinsip Akhlak/Etika 

Ahlak yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan, khususnya pada 

kegiatan ekonomi. Prinsip ahlak atau etika ini adalah wujud dari pengamalan 

Nabi dan Rasul pada seluruh kegiatan ekonomi, yakni berlaku sidiq yang 

artinya benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya 

menyampaikan kebenaran, dan  fathanah yang artinya cerdas/berilmu. Pada 

dasarnya prinsip ahlak amaupun etika saat bertransaksi mencakup seluruh 

perilaku yang baik, tidak melakukan penipuan, tidak bertindak semaunya, dan 

yang lainnya.76 

f). Aasa-Asas Jual Beli  

 
76 Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce 

Islam Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis 17, No. 1 (Maret 2020): 53 
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Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB II Pasal 21 

menyatakan bahwa asas yang seharusnya ada dalam setiap akad jual beli adalah: 

1. Ikhtiyari atau sukarela; setiap akad dijalankan atas kemauan para pihak, 

terhindar dari adanya keterpaksaan atau adanya tekanan salah satu pihak 

maupun pihak lain. 

2. Amanah atau menepati janji; setiap akad harus dilakukan oleh para pihak 

sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh yang berkaitan dan 

pada saat yang sama akan terhindar dari adanya ingkar janji. 

3. Ikhtiyati atau kehati-hatian; setiap akan melakukan akad harus  

mempertimbangan dengan matang dan dikerjakann dengan cermat dan tepat. 

4. Luzum atau tidak berobah; yakni melakukan akad dengan perhitungan yang 

cermat dan  tujuan yang jelas, sehingga tercegah dari praktik maisir. 

5. Saling menguntungkan; setiap akad dilaksanakan demi mencapai kepentingan 

para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi yang dapat merugikan 

salah satu pihak. 

6. Taswiyah atau kesetaraan; yakni dalam setiap akad para pihak didalamnya 

mempunyai posisi yang setara dan memiliki kewajiban dan hak yang 

seimbang 

7. Transparansi; yakni akad dikerjakan dengan pertanggungjawaban dari para 

pihak didalamnya dengan terbuka.  

8. Kemampuan; yakni akad dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-

masing para pihak, agar tidak jadi beban bagi yang bersangkutan. 
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9. Taisir; yakni tiap akad dikerjakan dengan saling memberikan kemudahan bagi 

satu sama lainnya agar dapat menjalankannya sesuai kesepakatan 

10. Iktikad baik; akad dijalankan dalam rangka utnuk menegakkan kemaslahatan, 

tidak memuat unsur penipuan maupun perbuatan buruk yang lain. 

11. Sebab yang halal; tidak haram, tidak dilarang oleh hukum dan tidak 

bertentangan dengan hukum. 

12. Al-hurriyah yakni kebebasan berkontrak 

13. Al-kitabah atau tertulis77 

Islam cukup besar memperhatikan keseimbangan dan kesempurnaan 

mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna ialah resultan dari kekuatan 

yang bersifat impersonal dan massal. Pasar yang berkompetisi secara sempurna 

bisa menciptakan harga yang adil untuk penjual atau pembeli. Dan sebaliknya bila 

mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan pernah terwujud. 

Harga yang adil bisa menjadikan para pelaku pasar berkompetisi dengan 

sempurna. Bila harga tidak adil, pelaku pasar tidak akan mau bertransaksi atau 

tetap bertransaksi dengan terpaksa dan menderita karena kerugian yang 

dakibatkan harga yang tidak adil, untuk itu ajaran islam sangat serius 

memperhatikan harga yang adil.78 

Ibnu Taimiyah seorang sarjana muslim dalam pembahasan terkait harga 

sering menggunakan dua terminologi yaitu Iwad Al-Mithl (Equivalen 

Compensation/kompensasi yang setara) dan Thaman Al-Mithl (Equivalen 

price/harga yang setara). Ia mengatakan.” Kompensasi yang setara akan ditaksir 

 
77 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 21. 
78 Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 62. 
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dan diukur oleh sesuatu yang setara, dan begitulah esensi dari keadilan (nafs 

aladl). Dimanapun dia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang 

terlarang atau tidak adil dan harga yang disukai atau harga yang adil, ia 

mempertimbangkan harga yang setara tersebut dengan harga yang adil atau 

disukai.  

Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa-nya mengartikan harga setara 

sebagai harga baku (s‟ir) yang mana seseorang menjual produk mereka yang 

secara umum diterima sebagai hal yang setara, pada tempat dan waktu yang 

khusus. Sedangkan dalam Al-Hisbah, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud 

sebagai harga setara adalah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar yang tidak 

terdistori senhingga berjalan secara bebas-kompetitif. Ia menjelankan, bila 

penduduk atau masyarakat memasarkan produknya dengan normal tanpa memakai 

cara tidak adil, kemudian harga tersebut naik disebabkan oleh kekurangan stok 

barang atau melonjaknya permintaan barang maka itu semua karena allah. 79 

  

 
79 Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 330 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, metode adalah suatu proses 

dan tata cara agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan 

penelitian merupakan pengecekan suatu hal secara teliti, hati-hati, tekun dan 

tuntas mengenai suatu hal atau kejadian agar menambah pengetahuan manusia. 

Dengan begitu bisa dimaknai bahwa metode penelitian sebagai suatu proses dan 

prinsip-prinsip serta tata cara untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan 

yang dihadapi dalam melakukan sebuah penelitian.80 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dan digunakan peneliti merupakan metode 

penelitian hukum emperis atau (fiel research) yaitu jenis peneltian lapangan, 

dimana jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis 

karena penelitian hukum ini mengkaji mengenai hukum yang 

dikonseptualisasikan sebagai tindakan atau perilaku yang nyata, yang dialami 

seluruh orang pada kehidupan bermasyarakat81. Penelitian hukum empiris 

merupakan penelitian hukum yang dimana mengkaji bagaimana hukum itu 

bekerja dalam masyarakat dengan melihat hukum pada wujud yang nyata atau 

sebagaimana adanaya.82Abdulkadir Muhammad mempunyai pandangan bahwa 

penelitian hukum empiris tidak bertentangan atau tidak bertolak dari hukum 

positif tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan dan data 

 
80 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta:UI Press 1982)81 
81 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.   
82 Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 150.   
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sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari 

lokasi penelitian (Field Research) lapangan. Perilaku nyata itu hidup dan 

berkembang luas mengalir sesiai kepentingan masyarakat, ada yang berupa 

putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat.83 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti merupakan penelitian 

hukum emperis yaitu penelitian hukum yang dimana mengkaji bagaimana hukum 

itu bekerja dalam masyarakat dengan melihat hukum pada wujud yang nyata atau 

sebagaimana adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti yakni 

mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang Presfektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah, 

maka pendekatan yang cocok untuk dipakai peneliti ialah pendekatan sosiologi 

hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan hukum yang 

menganalisis dan mengkaji hukum pada konteks sosial yaitu mengenai bagaimana 

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut berfungsi pada masyarakat. 

Dengan harapan dapat menjelaskan, menghubungkan, menguji dan mengkritik 

bekerjanya suatu hukum formal didalam masyarakat. Karena bagaimanapun 

hukum selalu berdampingan dengan individu maupun masyarakat, sehingga 

bekerjanya norma tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial. Dimana hukum itu 

dibuat agar individu maupun masyarakat dapat bertindak sesuai yang dikehendaki 

hukum.84 

 
83 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”82 
84 Mukti fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis 

(Yokyakarta: Pustaka pelajar , 2010) 47-49  
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C. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan 

penelitian yang sudah dijelaskan lebih dahulu, penelitian ini dilakukakan di Toko 

Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi di Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar 

belakang diatas. 

D. Subyek Penelitian  

Dalam subyek penelitian terdapat dua sumber data yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang 

didapat dan diperoleh dari sumber utama, yang berasal dari narasumber, 

responden, dan informan. Yaitu sumber utama tersebut didapat dari pelaku usaha 

yang melakukan jual rugi dan pelaku usaha yang dirugikan serta pembeli di Toko 

Sririzky. Dan yang kedua adalah sumber data sekunder, merupakan data yang 

didapat dan diperoleh dari sumber pustaka atau  bacaan yang dimana dianggap 

mendukung dan relevan dengan sumber data primer. Peneliti memperoleh dan 

mendapat data sekunder dari data kepustakaan buku, majalah, jurnal, majalah dan 

sumber lainnya yang relevan dari internet. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut ghony dan Almansyur dalam pengumpulan data terdapat 

beberapa metode antara lain yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

observasi dan wawancara kualitatif, observasi merupakan metode yang sangat 



 

 

53 

baik dan tepat untuk menganalisi dan melihat perilaku subjek peneitian seperti 

halnya dengan perilaku pada kehidupan di lingkungan, dan pada  waktu serata 

keadaan tertentu, akan tetapi tidak seluruhnya yang diamati peneliti relevan dan 

terkait dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara kualitatif adalah 

teknik atau cara mengumpulkan data dari informan atau data yang diperoleh dari 

informasi yang didapatkan dari informan.85 Adapun teknik yang dipakai peneliti 

dalam mengumpulkan data antara lain yakni :  

1. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yaitu antara yang bertanya terkait informasi 

yang ingin diperoleh dan sang pemeberi informasi, hasil dari wawancara tersebut 

ditentukan oleh kualitas dari faktor-faktor yang sama-sama berkaitan dan 

berpengaruh. Faktor tersebut ialah pewawancara, daftar pertanyaan, narasumber,  

dan situasi wawancara86. Tujuan peneliti melakukan wawancara terhadap pihak 

terkait yaitu untuk mendapatkan fakta, berita, dan data dilapangan. Menurut 

padangan Esterberg wawancara merupakan dua pihak yang bertemu, dimana 

diantara mereka telah bertukar informasi dan ide dengan mamakai cara tanya 

jawab, sehingga mereka bisa menyusun topik yang berhubungan.87  

Adapun informan yang di wawancarai peneliti pada penelitian ini yaitu 

para pelaku usaha dan pembeli antara lain yaitu a) Sri Dewi b) Ibu Diah c) 

Saskiya d) Amir e)  Pak Yudi f) Ibu Shawati g) Ibu Via h) Abu-abu (nama 

 
85 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media,2012) Hal 165-176   
86 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96   
87 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 228.   
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samaran) selaku pelaku usaha yang melakukan jual rugi, hal demikian guna untuk 

mendapatkan informasi secara detail terkait praktik jual rugi di toko Sririzky. 

2. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data pada lokasi penelitian dengan 

mengacu pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam 

penyusunan alat pengumpulan data dijalankan dengan teliti guna untuk dijadikan 

pedoman pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti.88 Dalam hal ini, peneliti 

melakukan obeservasi dengan terus terang, dimana peneliti secara terbuka 

memberikan informasi kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian 

pada saat pengumpulan data.89 Karena hal itu, bisa dipahami bahwa pihak yang 

mau diteliti sudah mengetahui kegiatan penelitian dari awal hingga akhir. Pada 

penelitian tersebut peneliti menggunakan pengamatan pada subjek penelitian 

secara langsung untuk dapat mengetahui praktik jual rugi di toko Sririzky. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa sebelumnya. 

Dokumentasi bisa berbentuk sebagai teks, gambar ataupun sebuah karya 

meonumental oleh seseorang. Dokumen tertulis berbentuk tulisan atau catatan 

harian, ceritera, sejarah kehidupan, peraturan, biografi, dan kebijakan. Dokumen 

pada format gambar, bisa berupa seperti foto, sketsa dan gambar hidup. Studi 

dokumen dapat melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif 90. 

 
88 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 91. 
89 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 228. 
90 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 240.   
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F. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun dengan 

sistematis data yang didapat dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara, 

dokumentasi dan catatan lapangan, dengan menggunakan cara mengkategorikan 

data, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa data, menyusun 

data ke dalam pola, memilih data mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, serta menyusun sebuah kesimpulan sehingga gampang difaharni oleh 

kalayak umum maupun peneliti sendiri. Analisis data kualitatif bersifat induktif, 

yakni analisis sesuai dengan data yang didapat, kemudian dikembangkan jadi 

sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang difokuskan sesuai data tersebut, lalu 

dicarikan data lagi secara terulang-ulang yang kemudian bisa disimpulkan apakah 

hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak sesuai data yang sudah terkumpul. Jika 

berdasarkan data yang bisa dikumpulkan secara berulang-ulang dengan 

menggunakan teknik triangulasi, dan ternyata hipotesis dapat diterima, maka 

hipotesis itu dapat dikembangkan menjadi teori.91 

Peneliti dalam analisis data mengumpulkan data yang bersifat primer dan 

sekunder. Data yang bersifat sekunder lebih condong berbentuk dokumentasi 

sedangkan data primer condong berbentuk wawancara dan observasi. Data 

tersebut bisa didapat langsung dari pihak pertama. Dari data sekunder ataupun 

data primer yang sudah diperoleh kemudian peneliti mengambil titik fokus 

tentang hal apa saja yang diperbuat kedepannya. Selanjuatnya peneliti bisa 

melakukan uji keabsahan data yang sudah diperoleh dilapangan jika data tersebut 

 
91 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013)244-245   
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sudah mencukupi kredibilitas dan yang terakhir peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan atas data-data yang sudah didapat selama penelitian. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian, lebih sering ditekankan dalam uji validitas 

dan reliabilitas. Pada penelitian kualitatif data bisa dikatakan valid jika singkron 

antara laporan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan atau 

pada obyek tertentu yang sedang diteliti, atau tidak adanya perbedaan antara yang 

dilapangan dengan yang dilaporkan peneliti. Akan tetapi kebenaran realitas data 

berdasarkan penelitian kualitatif bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung juga 

pada konstruksi manusia, yang sudah lahir diri seseorang dari proses dan hasil 

mental tiap perorangan dengan bermacam latar belakangnya. Tujuan dari analisis 

penelitian ini yaitu agar mempersempit serta memberi batasan pada temuan 

sampai menjadi suatu data yang rapi dan teratur serta dapat menambah validitas 

pada data itu sendiri. Peneliti dalam melakukan uji keabsahan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik Triangulasi sumber yakni mengkaji kredibilitas data yang 

sudah diperoleh dari berbagai informan dan sumber agar mendapatkan informasi 

yang lebih detail 92 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Pra riset  

a. Menentukan judul penelitian  

b. Menentukan tempat penelitian  

c. Mengurus surat izin penelitian  

 
92 Marzuki, Metodelogi Riset (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002)64   
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d. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian  

e. Menyiapkan informan yang akan diwawancara  

f. Menyiapkan bahan pustaka  

g. Menyusun proposal  

2. Riset  

a. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi  

b. Melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian  

c. Melakukan analisis data  

d. Menarik kesimpulan  

3. Pasca Riset  

a. Penyusunan hasil penelitian  

b. Pelaksanaan ujian skripsi  

c. Merevisi Proposal  

d. Penjilidan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DATA ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Toko Sririzky milik Abiyudin merupakan salah satu UMKM yang tidak 

berbadan hukum beralamat di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang yang dibuka sejak tahun 2021, dimana toko ini bergerak dibidang 

kebutuhan primer seperti kaos polos, kaos motif, boxer dan celana pendek jeans, 

toko Sririzky mempunyai empat kariyawan yaitu Amir, Ninda, Bella dan Mita. 

Produk-produk yang diperjual belikan di toko Sririzky didapat dari barang-barang 

atau produk dari toko milik Abiyudin yang pertama, sedangkan produk yang 

dijual di toko pertama Abiyudin mengabil dari supplier Surabaya Branded. Setiap 

harinya toko Sririzky ramai dikunjungi pelanggan yang rata-rata pembeli toko 

Sririzky berasal dari sekitaran Desa Kabuh dan ada juga yang dari Desa Kabuh 

seperti desa-desa lainnya yang masih satu kecamatan. Setiap bulannya toko 

Sririzky mencapai omset sebesar Rp. 15.000.000 bahkan bisa lebih jika mendekati 

hari raya, hal ini seseuai dengan apa yang dinyatakan Abiyudin selaku pemilik 

toko saat di wawancarai penulis, berikut pernyataan dari Abiyudin: 

“iya benar saya memang pemilik dari toko Sririzky, toko Sririzky ini 

pertama kali saya buka tahun 2021, yang saya jual berbagai macam kaos 

dan celana pendek, kalo barangnya ini saya ambil dari Surabaya Branded, 

kalo ditanya omset paling kisaran masih Rp. 15.000.000 perbulannya, 

untuk kariawan saya ada empat yaitu Amir, Ninda, Bella dan Mita.” 93 

Toko Sririzky tidak terlalu besar, tapi isi didalam toko ini lumayan banyak, 

harga murah ditoko ini terjadi sejak pertama kali buka. Abiyudin mebuka tokonya 

 
93 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023. 
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ditanah warisan orang tuanya di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang, dimana toko tersebut terletak dipinggir jalan raya dekat pasar kabuh, 

dimana letak toko tersebut sangat stategis, dan memungkinkan banyak pembeli 

yang tahu, ditambah dibelakang dan sekitaran toko tersebut sudah perkampungan 

penduduk.  

Toko Sririzky adalah suatu bentuk toko pakaian yang menjual aneka kaos 

dan celana pendek, baik kaos polos maupun kaos motif yang dijual dengan cara di 

ecer Rp. 100.000 dapat sekian pcs ataupun satuannya Rp. 15.000 – Rp. 35.000 

sesuai dengan bandrol yang sudah tertera dalam produknya, Sririzky dapat 

dikatakan tergolong toko yang menawarkan harga produknya dibawah harga pasar 

atau sangat rendah sekali, ini adalah bentuk strategi yang dilakukan toko Sririzky 

untuk meningkatkan penjualan dan menarik banyak pelanggan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyak pelanggan yang mampir di toko Sririzky setiap 

harinya.94 

Pelanggan atau pembeli biasanya mencari dan memilih-milih barang 

sendiri dengan berpatokan dengan harga yang sudah ditetapkan di bandrol yang 

ada disetiap produk toko Sririzky, dan kemudian setelah mendapatkan barang 

yang dinginkan pembeli kemudian menyerahkan kepada pegawai atau 

memberikan barang kekasir untuk dikemas dan melakukan pembayaran, setelah 

dibayar pembeli akan mendapatkan struk pembayaran atau bukti pembayaran, 

dengan begitu pembeli sudah dapat membawa barang yang dibelinya. Di toko 

 
94 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023. 
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Sririzky milik Abiyudin inilah yang telah melakukan jual beli dengan menetapkan 

harga dibawah harga pasar.95 

Gambar 4.1 

Toko Seiserba Milik Abu-Abu 

 
Sumber: Dokumentasi 5 Juli 2023 

B. Penyajian Dan Analisis Data 

Penyajian yang disuguhkan peneliti adalah hasil dari penelitian yang sudah 

dilakukan peneliti dimana didapat dari data penelitian. Bisa dikatakan bahwa data 

yang didapat sudah terpenuhi dan cukup sehingga penelitian dapat diselesaikan 

sesudah melewati proses pengumpulan data dilapangan, atas data-data yang 

diperoleh tersebut maka data yang dihasilkan mengenai Praktik Jual Beli Di Toko 

Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang akan dijelaskan secara rinci, 

berikut ialah analisis dan tampilan yang didapat : 

1. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang  

Berikut adalah pemaparan peneliti mengenai bagaimana praktik jual beli di 

toko Sririzky milik Abiyudin yang telah melakukan jual beli dengan cara menjual 

 
95 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023. 



 

 

61 

produknya dibawah harga pasaran atau dipasarkan lebih rendah dari pada modal 

awalnya, misalnya pada harga kaos, harga modalnya atau harga kulaanya sebesar 

(Rp. 50.000 per kaosnya), harga pasarannya (Rp. 55.000-60.000 per kaosnya), 

harga jual rugi, (Rp. 45.000 per kaosnya). 

Secara umum jual beli di toko Sririzky ini dilakukan dengan menetapkan 

harga yang rendah dibawah harga pasaran, hal ini dilakukan Abiyudin sebagai 

bentuk stategi bisnis agar dapat menarik banyak pelanggan dan pembeli untuk 

berlanganan terus menerus ditokonya, memang secara umum jual beli dengan 

menetapkan harga rendah dibawah harga rata-rata akan memperoleh untung yang 

sedikit bisa jadi juga tidak mendapatkan untung bahkan bisa jadi mengalami 

kerugian, tetapi kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melakukan praktik 

jual beli dengan menentuan harga produknya dibawah harga pasar. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh sri dewi selaku pembeli dan juga pelanggan dari toko 

Sririzky milik Abiyudin yang mengatakan : 

“Iya memang benar, pada toko Sririzky milik Abu sudah terkenal dengan 

harganya yang murah dan selisih harga dengan toko lain lumayan jauh, 

jika disuruh milih antara belanja di pasar konvensional dengan belanja di 

toko Sririzky, saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky, karena produk 

yang dipasarkan toko Sririzky ringan dikantong, hanya dengan 

mengeluarkan uang Rp. 100.000 saya sudah mendapatkan 5 – 7 kaos, 

sedangkan kalo saya beli di pasar konvesional paling tidak dengan uang 

Rp. 100. 000 saya hanya mendapatkan 2 kaos itupun kadang harus 

menawar lama sekali.”96 

Dari hasil wawancara bersama dengan sri dewi dapat diketahui bahwa 

harga barang yang ada di toko Sririzky ini lebih murah dari pada harga yang ada 

di toko lain, siapa pembeli yang tidak minat membeli barang yang kualitasnya 

 
96 Sri Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 24 Juni 2023. 
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sama dengan yang ada dipasar tetapi harganya lebih murah, karena faktor harga 

ini memang sangat esensial dan utama dalam hal jual beli, selisih harga sedikit 

saja pembeli bisa langsung berpaling, sehigga siapa yang menjual lebih murah 

maka tentu tokonya akan paling rame.97 Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu 

Diah selaku pembeli yang juga sering berbelanja di toko Sririzky milik Abiyudin, 

yang mana Ibu Diah ini mengatakan : 

“Iya saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky, karena harganya murah 

sekali dibandingkan dengan  harga ditoko lainnya, biasanya saya lebih 

sering beli kaos di toko Sririzky dimana harganya pas sekali buat ibu-ibu 

rumah tangga, dengan menghabiskan uang Rp. 100.000 saya sudah dapat 

paket hemat dengan mendapatkan 5 jenis kaos motif, kalo masalah kualitas 

lumayanlah, dibandingkan dipasar mungkin tidak ada 5 kaos yang dihargai 

Rp. 100.000, bahkan kalo saya beli di toko Sririzky jaraknya lebih dekat 

dari rumah saya dibanding jarak pada pasar biasa, karena hal itulah saya 

lebih suka berbelanja di toko Sririzky milik Abu-abu.”98 

Dari hasil wawancara dengan Bu Diah dapat diketahui bahwa memang 

benar toko Sririzky milik Abiyudin ini telah melakukan kegiatan jual beli dengan 

memasarkan barangnya dibawah harga pasar, hal demikian menyebabkan para 

pembeli senang berbelanja di toko Sririzky karena dapat membeli barang-barang 

yang diperlukan dengan harga yang cukup murah.99 Untuk menambah data dan 

informasi terkait penelitian ini, peneliti tidak hanya mawawancarai 1 atau 2 

pembeli saja, melainkan lebih dari itu, seperti wawancara yang peneliti lakukan 

dengan remaja putri yang bernama Saskiya dimana Saskiya juga mengatakan hal 

sama mengenai jual beli yang dilakukan oleh  toko Sririzky, dimana Saskiya 

dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa : 

 
97 Sri Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 24 Juni 2023. 
98 Diah, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 26 Juni 2023. 
99 Diah, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 26 Juni 2023. 
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“Dulu saya tidak pernah membeli barang atau kebutuhan saya pada toko 

Sririzky, ya kerena saya belum tahu, saya kira mahal-mahal barang yang 

dijualnya, karena penasaran melihat banyak pembeli yang berbelanja di 

toko Sririzky, kemudian saya mencobanya dan ternyata barang atau produk 

yang dijual pada toko Sririzky murah-murah bahkan lebih murah dari 

harga dipasar, dimana saya pada saat itu berbelanja celana pendek jeans 

dengan harga 35 an sedangkan kalo dibandingkan dengan harga yang ada 

dipasar mungkin saya tidak akan mendapatkan harga segitu”100 

Dari keterangan beberapa pembeli diatas memang benar bahwa toko 

Sririzky milik Abiyudin telah melakukan jual beli dibawah harga pasar atau 

dibawah harga rata-rata di toko lainnya, semua pembeli yang telah peneliti 

wawancara, tidak ada yang berkata bahwa mereka tidak senang dengan adanya 

harga murah di toko Sririzky, mereka semua merasa senang dengan harga murah 

yang ditetapkan oleh pelaku usaha Abiyudin pada tokonya.101 Tetapi untuk 

memastikan jual beli dibawah harga pasar itu benar-benar telah dilakukan oleh 

Abiyudin selaku pemilik toko Sririzky peneliti mencoba untuk bertanya langsung 

kepada beliaunya langsung terkait jual beli tersebut, pelaku usaha Abiyudin 

mengatakan bahwa: 

“Iya memang benar kaos yang saya jual berharaga Rp. 100.000 dapet 7 

macam kaos polos, ada yang Rp. 100.000 dapet 5 macam kaos motif dan 

untuk celananya ada boxer dengan harga Rp. 100.000 dapet 6 pcs juga ada 

celana pendek jeans serba Rp. 35.000 an, dimana itu semua merupakan 

hasil dari cuci gudang usaha saya yang lainnya, sebenarnya saya punya 

beberapa toko tidak hanya toko Sririzky ini saja melainkan ada toko yang 

lainnya, la untuk barang-barang yang saya jual di toko Sririzky saya ambil 

dari hasil cuci gudang toko saya lainnya, ya dari pada tidak laku mending 

saya jual lagi dengan harga segitu, semua ini saya lakukan awalnya untuk 

menghabiskan stok barang lama ditoko saya satunya sehingga saya bisa 

produksi barang-barang yang baru, karena saya takut kalo terlalu lama 

malah tidak laku disebabkan pembeli banyak yang mencari model-model 

terbaru, kalo ditanya rugi atau tidaknya itu sudah menjadi tanggungan saya 

 
100 Saskiya, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 2 Juli 2023. 
101 Saskiya, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 2 Juli 2023. 
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sendiri yang penting barang atau produk saya tidak ada yang terbuang sia-

sia, kenapa saya tidak menjual sesuai harga rata-rata pasaran, kalo saya 

samakan dengan harga pasaran otomatis jualan saya tidak secepat ini 

habisnya ditambah toko saya disini juga tergolong masih baru sehingga 

susah bersaing dengan pedagang dipasar kalo harganya sama, untuk itu 

saya turunkan, ya agar saya juga punya pelanggan.”102 

Dari keterangan yang disampaikan pelaku usaha Abiyudin pemilik toko 

Sririzky dapat disimpulkan bahwa mereka hanya ingin menghabiskan stok barang 

atau stok kaos yang dianggapnya sudah ketinggalan tren dan dikawatirkan tidak 

laku sehingga dijual dengan harga sangat rendah walaupun tidak sebanding 

dengan harga kulaanya.103 maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha Abiyudin 

pemilik toko sririzky benar-benar telah melakukan jual beli dibawah harga 

pasaran atau dibawah harga rata-rata toko lainnya, hal ini dilakukannya untuk 

mencegah kerugian yang lebih besar karena Abiyudin khawatir stok barang yang 

dijualnya tidak laku sehingga Abiyudin menurunkan harga dibawah harga toko 

lainnya agar para pembeli tergiur dan tertarik untuk berbelanja di toko sririzky, 

dengan begitu barang yang dikhawatirkan tidak laku akan cepat habis diborong 

para pembeli dan Abiyudin mampu memutar kembali modalnya. 

Peneliti memperkuat dengan daftar harga barang yang perjualbelikan di 

toko sririzky. 

Tabel 4.1 

Daftar Harga 

No. Produk Jumlah Harga Harga Per 

Pcs 

1 Kaos Motif 5 Pcs Rp. 100.000 Rp. 20.000 

2 Kaos Polos 7 Pcs Rp. 100.000 Rp. 14.000 

3 Boxer 6 Pcs Rp. 100.000 Rp. 16.000 

4 Celana Pendek Jeans 1 Pcs   Rp. 35.000 Rp. 35.000 

         Sumber: Dokumentasi 5 Juli 2023 

 
102 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023. 
103 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023. 
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2. Objek Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang 

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yang berkaitan dengan jual 

beli yang dilakukan toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang objek dari jual beli tersebut berdasarkan beberapa pendapat, diantaranya 

dari Amir selaku pegawai di toko Sririzky yang menyatakan bahwa : 

“Menurut saya barang atau produk yang diperjual belikan di toko Sririzky 

seperti Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 model kaos, Kaos 

motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model kaos, Boxer dengan harga 

Rp. 100.000 dapat 6 model dan Celana pendek jeans per pcs dijual dengan 

harga serba Rp. 35.000, merupakan objek dari jual rugi itu sendiri.”104 

Jawaban tersebut selaras dengan pernyataan Abiyudin selaku pemilik toko 

Sririzky yang menyatakan bahwa : 

“Objek yang saya perjual belikan pada toko saya Sririzky antara lain yaitu 

Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapet 7 kaos, Kaos motif dengan 

harga Rp. 100.000 dapat 5 model kaos, Boxer dengan harga Rp. 100.000 

dapat 6 model dan Celana pendek jeans per pcs dijual dengan harga serba 

Rp. 35.000.”105 

  

 Dari hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa objek yang di perjualbelikan di toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang bergerak dibidang fashion seperti kaos polos, kaos 

motif dan boxer beserta celana pendek jeans yang dimana barang tersebut dapat 

diperjualbelikan dan tidak ada masalah maupun bertentangan dengan aturan baik 

norma agama maupun norma negara.106 

 
104 Amir, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023. 
105 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023. 
106 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023. 
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3. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang 

Praktik jual beli dengan menentapkan harga yang rendah memang awalnya 

begitu menguntungkan bagi pembeli namun jual beli seperti itu dapat memberikan 

dampak yang dapat menyebabkan pelaku usaha lain mengalami kerugian akibat 

tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko Sririzky sehingga 

mereka menutup tokonya, ini menjadikan persaingan usaha diantara para pelaku 

usaha tersebut menjadi tidak sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku 

usaha Pak Yudi yang juga berjualan kaos disekitaran toko Sririzky namun usaha 

Pak Yudi sudah gulung tikar akibat dari penentapan harga yang ditetapkan oleh 

Abiyudin pemilik toko Sririzky terlalu rendah.  

“iya saya dulu pernah membuka toko baju, tapi akhirnya saya tidak bisa 

bertahan dan bergati alih bekerja di bank saja, karena cukup susah bersaing 

dengan pelaku usaha di daerah desa kabuh apalagi dengan toko Sririzky 

yang setiap harinya tidak ada sepinya ditambah harga yang dipasarkan 

relatif murah, jadi susah kalo harus menyamakan harga dengan toko 

Sririzky, dulu saya sudah mengambil untung tipis sekali itupun masih 

diatas harga yang dipasarkan pada toko Sririzky, kalo saya samakan 

dengan harga yang dipasarkan toko Sririzky bisa merugi saya, karena itu 

dulu saya tetap diharga yang awal tetapi akhirnya sepi pembeli sehingga 

lambat laun saya tutup saja karena sudah tidak sanggup bayar sewa 

ruko”107 

Dari hasil wawancara bersama dengan Pak Yudi pelaku usaha yang 

menutup tokonya akibat dari jual beli dengan penetapan harga yang sangat rendah 

oleh toko Sririzky, karena Pak Yudi tidak sanggup bersaing dengan harga 

diditentukan toko Sririzky, jika Pak Yudi menurunkan harga produknya sama 

seperti yang dilakukan oleh toko Sririzky maka Pak Yudi pada saat itu akan 

 
107 Yudi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023. 
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mengalami kerugian dan pada akhirnya bangkrut, apalagi pembeli sudah biasa 

dengan harga murah yang dipasarkan di toko Sririzky, sehingga Pak Yudi merasa 

sangat sulit untuk menarik pelanggan kembali walaupun telah menurunkan harga 

seperti yang dilakukan oleh toko Sririzky. Dan pada akhirnya Pak Yudi 

memutuskan untuk menutup tokonya.108 Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu 

Shawati selaku pedagang pasar konvesional yang juga telah menutup tokonya 

sebab adanya jual beli dengan penentapan harga dibawah rata-rata yang oleh toko 

Sririzky, yang menyatakan bahwa : 

“Pembeli bukannya tidak ada. Ada tapi tidak seramai dulu, karena sudah 

banyak yang berbelanja di toko Sririzky, ditambah harganya tentu lebih 

murah dibandingkan harga yang saya jual dipasar, ya kalo saya disuruh 

bersaing dengan toko Sririzky pastinya tidak mampu, karena rata-rata 

harga pasaran pada toko Sririzky jauh dibawah harga pasar, kalo saya 

mengikuti dengan harga segitu tentunya saya akan merugi, ditambah saya 

mengambil produk ini tidak langsung dari tangan pertama melainkan 

sudah beberapa tangan yang dimana mereka juga mengambil keuntungan, 

karena hal tersebut sehingga lama-kelamaan toko saya mualai sepi dan 

akhirnya saya tutup juga, soalnya sudah tidak mampu gaji karyawan lagi 

dan saya juga sudah tua, sudah tidak mampu kalo harus berjualan 

sendiri.”109 

 

Dari hasil wawancara bersama dengan ke dua pelaku usaha yang menutup 

tokonya akibat dari jual beli yang dijalankan oleh pelaku usaha Abiyudin selaku 

pemilik toko sririzky ini tidak hanya membuat pembeli senang dengan penetapan 

harga tersebut akan tetapi juga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya 

karena harga yang di tetapkan toko sriserba jauh dibawah harga pasar.110 Yang 

dimana hal tersebut menyebabkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha 

 
108 Yudi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023. 
109 Shawati, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023. 
110 Shawati, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023. 
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tersebut menjadi tidak sehat atau tidak sempurna. Harga dibawah pasar dalam 

kehidupan masyarakat memang awalnya dianggap sangat meringankan, terutama 

untuk pembeli karena pembeli bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga 

yang lebih rendah atau murah, pembeli juga tidak perlu pergi ke pasar tradisional 

lagi untuk memperoleh harga yang lebih murah, karena semua itu sudah ada di 

toko Sririzky harganya pun jauh lebih murah. Tetapi hal tersebut hanya sebentar 

saja karena sesudah pelaku usaha pesaingnya gulung tikar dan pelanggannya 

banyak maka Abiyudin akan menaikkan harga secara perlahan, yang awalnya 

murah sekali menjadi agak mahal, hal itu dilakukan untuk menutupi kerugian 

yang dilakukan sebelumnya, demikian ini selaras dengan yang dikatakan oleh bu 

Via yang dulunya merupakan pelanggan toko Sririzky,111 bu Via mengatakan 

bahwa :  

“Iya betul mas, awalnya saya memang pelanggan dari toko Sririzky karena 

harganya murah-murah dibanding dengan harga yang dipasaran, namun 

ketika itu harganya naik sedikit, dan saya tetap beli di toko Sririzky karna 

hal tersebut wajarlah, tetapi anehnya kok harganya ini terus-menerus naik 

sehingga pada saat itu saya mencoba beli dipasar dan ternyata lebih 

murahan harga dipasar dibanding harga di toko Sririzky, karena hal 

tersebut saya sudah tidak berbelanja lagi di toko Sririzky.”112 

Dari hasil wawancara bersama dengan ibu Via sudah benar-benar terbukti 

bahwa jual beli di toko Sririzky ini menyebabkan kerugian kepada pak Yudi dan 

ibu Shawati selaku pelaku usaha lain yang telah gulung tikar atau menutup 

tokonya akibat dari jual beli dibawah harga pasar yang ditetapkan toko Sririzky 

milik Abiyudin, namun ternyata harga yang ditetapkan oleh Abiyudin tidak 

selamanya rendah melainkan hanya strateginya saja untuk memperoleh banyak 
 

111 Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023. 
112 Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023. 
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pembeli dan pelanggan.113 Dimana jual beli yang dilakukan Abiyudin dapat 

merusak harga pasar serta merugikan beberapa pihak yang tidak mampu bersaing 

dengannya. Harga yang normal yakni harga yang selaras dengan standart pasar 

dan sebaliknya harga yang tidak normal yakni harga yang terdistorsi atau 

ditentukan naik atau turun oleh beberapa pihak secara tidak wajar agar dapat 

merauk untung yang besar. Untuk memastikan kenaikan harga seperti yang 

diungkapkan oleh bu Via tersebut peneliti mencoba mencari kebenarannya dengan 

menanyakan langsung kepada Abu selaku penjual yang mempraktikkan jual 

rugi114, dimana mengatakan bahwa : 

“ Iya benar, dengan menjual barang-barang yang ada di toko saya dengan 

harga yang lebih murah, saya memang tidak mendapatkan untung mas, 

untuk itu saya memutar otak bagaimana caranya supaya saya bisa balik 

modal, akhinya setelah saya merasa memiliki banyak pelanggan kemudian 

saya menaikkan harga yang tadinya murah menjadi sedikit lebih mahal.”115 

Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana pelaku 

usaha menentukan harga jual dari produk barang atau jasa dibawah harga biaya 

produksi.116 Suatu pelaku usaha hanya akan mendapatkan keuntungan bila ia bisa 

menetapkan harga jual produk barang atau jasa yang dijual diatas harga biaya 

produksi, atau hanya bisa sekedar menutupi harga biaya produksi tersebut jika 

menentukan harga setara dengan biaya produksinya. Sedangkan jika pelaku usaha 

menjual produnya di bawah harga biaya produksi, maka hal tersebut dapat  

 
113 Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023. 
114 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Juli 2023. 
115 Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Juli 2023. 
116 Vicky Darmawan A.P, dan Ditha Wiradiputra, “Predatory Pricing Dalam E-Commerce 

Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 6, no. 3 

(Juli 2022): 265. 
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dikatakan bahwa harga itu sudah tidak wajar atau tidak masuk akal lagi, dan jual 

beli yang dijalankan oleh pelaku usaha itu dapat dicurigai, ada maksud tertentu 

dibaliknya. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan 

Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah 

a. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha  

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa 

sebuah demokrasi ekonomi menginginkan adanya kesempatan berusaha yang 

sama bagi seluruh warga negara atau masyarakat dalam kegiatan jual beli 

dengan tertib, efektif, efesien serta sehat, dengan menerapkan seluruh 

kegiatan jual beli atau pemasaran barang dan jasa secara sehat tanpa adanya 

kecurangan akan mewujudakan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. 

Sesuai tujuan dari Undang-Undang tersebut yakni menciptakan iklim usaha 

yang sempurna yang sehat hingga terdapat kepastian untuk melakukan 

kegiatan usaha yang sama untuk semua pelaku usaha baik pelaku usaha besar 

maupun pelaku usaha kecil, untuk itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

melarang tingkahlaku yang menyebabkan persaingan tidak sehat.117
 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 20 menerangkan bahwa: 

 
117 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Kencana 

Prenada, 2008), 226 
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“pelaku usaha tidak boleh melakukan pemasokan barang ataupun 

jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menentukan harga yang sangat 

rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 

pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga bisa menyebabkan terjadinya 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” 118 

Untuk tercapainya tujuan dan efektifitas berjalannya pelaksanaan dari 

Undang-Undang, untuk butuh adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 

yakni lembaga independen yang tidak terikat oleh pengaruh pemerintah 

ataupun pihak lainnya, dimana KPPU ini berwenang untuk melakukan 

pengawasan persaingan usaha serta juga menjatuhkan sanksi bagi 

pelangarnya.119 Berdasarkan KEPRES Nomor 75 Tahun 1999 Mengenai 

Komisi Pegawas Persaingan Usaha tujuan dari adanya KPPU ialah untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli.120 

KPPU dalam menangani suatu perkara anggotanya tidak terikat dan 

bebas oleh kekuasaan dan pengaruh pemerintah serta pihak lain manapun.121 

Anggota KPPU dalam menangani sebuah perkara tidak boleh memiliki 

hubungan sedarah hingga sampai derajat ketiga dengan seseorang atau pihak 

yang berpekara atau memiliki kepentingan terhadap perkara yang 

 
118 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20 
119 Ahmad Sabirin, dan Raafid Haidar Herfian, “Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum 

Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) di Era Ekonomi Digital,” Jurnal Persaingan Usaha 02, (2021): 79. 
120 Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999 

Tentang KPPU), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 280. 
121Alum Simbolon, “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, 

no. 2 (April 2013): 187. 
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bersangkutan, anggota komisi yang memiliki ikatan darah hingga sampai 

derajat ketiga dengan seseorang atau pihak yang berperkera maupun memiliki 

kepentingan terhadap perkara yang berhubungan harus menolak untuk 

menangani perkara itu atau sebaliknya yang berperkara berhak untuk tidak 

mau ditangani anggota KPPU yang bersangkutan dalam memeriksa maupun 

memutuskan perkaranya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis. 

Dalam memutusakan sebuah perkara, Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha kemudian melaksanakan sebuah sidang majelis yang anggotanya 

minimal 3 orang anggota. Keputusan dari Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha yang dilaksanakan pada sidang majelis ditandatangani oleh semua 

anggota majelis.122 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha memiliki 

wewenang memberikan sanksi berbentuk tindakan administratif kepada 

pelaku usaha yang tidak mematuhi ketetapan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli.123 Maka untuk pelaku usaha yang di 

duga tidak mematuhi ketetapan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli tidak langsung bisa di laporkan ke 

pengadilan akan tetapi lewat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dulu, 

kemudian penilaian dan penyelidikan nantinya akan dilakukan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha itu, apakah benar sudah 

melanggar ketetapan-ketetapan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli. Sesudah Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha mampu membuktikan jika pelaku usaha tersebut tidak 

 
122 Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, 332. 
123 Muhammad Ashri, “Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME),” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan 25, no. 3, (1995): 256. 
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mematuhi ketetapan Undang-Undang, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 

kemudian membacakan putusan pada sidang terbuka bagi umum serta 

menginfokan hal demikian kepada pelaku usaha yang berperkara.124 Dan jika 

pelaku usaha tersebut tidak mengajukan keberatan kepada putusan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha, maka pelaku usaha tersebut telah dianggap 

menerima putusan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha yang mempunyai wewenang memberikan 

sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti bertentangan dengan ketetapan 

yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai 

Antimonopoli, sedangkan bagi pengadilan hanya dimintau untuk menetapkan 

eksekusinya.125 

Berdasarkan pedoman dari pelaksanaan Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha Tahun 2009 mengenai Pasal 20 tentang jual rugi, 

pernyataan kata “sangat rendah” yang terdapat di pada Pasal 20 pada Undang-

Undang No.5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli bermakna bahwa harga 

barang yang ditetentukan adalah harga dibawah biaya produksi ataupun harga 

rendah yang ditentukan oleh pelaku usaha dimana rendahnya tidak masuk 

akal, dan hal tersebut dilakukan dengan adanya tujuan atau keinginan tertentu 

dibaliknya.126 Jadi jual rugi atau praktik jual rugi adalah kasus yang menjadi 

 
124 Sterry Fendy Andih, Sterry Fendy Andih, “Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara 

Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum 

Udayana (Udayana Master Law Journal) 8 no. 4 (Desember 2019): 582. 
125 Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, 12. 
126 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 20 TentangJual Rugi (Predatory Pracing). 
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wewenang dari KPPU untuk menyelesaikannya, dimana hal tersebut 

bersumber dari adanya laporan masyarakat.127 

Selanjutnya pada pedoman itu dinyatakan jika harga yang telah 

ditentukan dibawah biaya kulaan atau produksi tetap bisa dinyatakan sebagai 

harga yang wajar jika masih diatas biaya variabel rata-rata, dengan dalih pada 

keadaan tersebut pelaku usaha masih dapat berproduksi, walaupun tidak dapat 

mengembalikan modal yang dipakai untuk melakukan jual rugi. Namun jika 

terdapat pelaku usaha yang berproduksi dibawah harga biaya variabel rata-

rata, tentu bisa dinyatakan bahwa harga itu sudah tidak masuk akal, serta 

praktik jual rugi yang dijalankan oleh pelaku usaha itu bisa dicurigai 

memiliki tujuan lain.128  

Dalam pasar sempurna, besaran harga yang berada di pasar ditetapkan 

berdasarkan penawaran dan penawaran barang maupun jasa. Yang mana 

harga yang tercipta akan seimbangan.129 antara banyaknya permintaan dari 

konsumen dengan banyaknya penawaran oleh produsen. Namun kerapkali 

pada pasar tertentu ada produsen yang menetapkan harga (price setter atau 

price leader) secara umum adalah pelaku usaha besar yang struktur biayanya 

rendah. Dengan begitu untuk dapat melihat maksud dan tujuan dibalik 

penentapan harga yang sangat rendah, dapat dilihat dari besaran tingkat 

produksinya, jika tingkat produksinya banyak maka harga yang dikeluarkan 

 
127 Brigitte Dewinta Naftalia Sanger, “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum 

Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum,” Lex Administratum IX, no. 3 (April 

2021): 59. 
128Rezmia Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku 

Usaha Dalam Perspektif  Persaingan Usaha,” Jurnal Selat 4, no. 2 (Mei 2017): 236.  
129 Mustaming, “Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU),” Jurnal Muamalah V, no 1 (Juni 2015): 74. 
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untuk produksi akan semakin kecil, jika biaya produksi kecil maka harga 

barang yang ditawarkan akan lebih murah, jadi pelaku usaha tidak dapat 

dikatakan punya maksud mematikan usaha pesaingnya bila pelaku usaha 

tersebut memiliki tingkat peoduksi yang cukup besar. 

Jual beli di toko Sririzky telah menentukan harga dibawah harga pasar, 

dimana mereka menjual barang atau produknya lebih murah dibandingkan 

dengan harga yang ditentukan pelaku usaha lainnya, sehingga hal demikian 

menyebabkan pelaku usaha lain gulung tikar atau tutup tokonya dan hal 

tersebut juga menyebabkan kompetisi berusaha diantara mereka jadi tidak 

sehat. Tidak hanya menyebabkan kerugian kepada pelaku usaha pesaingnya 

namun juga mengakibatkan rusaknya harga dipasar yang bersangkutan, 

pembeli juga mersa dibohongi karena pelaku usaha ini meninggikan harga 

yang awalnya murah menjadi mahal sesudah banyak pembeli yang 

berlangganan ditokonya. Hal demikian menandakan bahwa pelaku usaha 

tersebut telah melakukan praktik jual beli yang mirip dengan praktik jual 

rugi.130 

Jual beli dengan cara jual rugi ini juga bertolak belakang dengan 

tujuan dari perdagangan yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Mengenai Perdagangan yang menyatakan bahwa kegiatan 

perdagangan bertujuan untuk: 

a) Meningkatkan kesempatan untuk berusaha serta mewujudkan suatu 

lapangan pekerjaan. Jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan 

 
130 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 20. 
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Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak bisa meningkatkan kesempatan 

untuk berusaha bagi pelaku usaha lain namun malah menyulitkan usaha 

dari orang lain karena menjalankan persaingan usaha tidak sehat dengan 

cara menetapkan harga dibawah harga pasar yang menjadikan pelaku 

usaha lain tidak sanggup bersaing karena takut merugi, dan pada 

akhirnya mereka menutup tokonya. 

b) Meningkatkan daya saing dari suatu produk dan usaha nasional. Jual beli 

di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini 

tidak bisa meningkatkan suatu daya saing karena hanya mengarahkan 

kekuatan ekonomi kepada individu saja, hal tersebut menjadikan daya 

saing para pelaku usaha jadi tidak sehat. 

c) Meningkatkan pelindungan terhadap konsumen. Jual beli di Toko 

Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak 

bisa meningkatkan perlindungan untuk konsumen karena pelaku usaha 

tersebut menaikkan harga yang awalnya murah menjadi mahal, hal 

demikian menandakan bahwa pelaku usaha tersebut telah 

mempermainkan suatu harga. 

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 3 

mengenai perlindungan konsumen yaitu untuk menyadarkan kepada para 

pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen sehingga 

dalam hatinya tertanam pribadi yang jujur serta mampu bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan usahanya. Jual beli yang dilakukan oleh pelaku 

usaha di toko Sririzky ini sudah tidak bersikap jujur dalam menentukan harga 
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yang sewajarnya kepada konsumen, juga telah tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya mempermainkan harga. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen juga djelaskan terkait hak-

hak dari konsumen diantaranya: 

a) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas terkait 

kondisi dan jaminan barang maupun jasa; 

b) Hak untuk diperlakukan maupun dilayani secara jujur dan benar serta 

tidak diskriminatif. 131 

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai 

Usaha Kecil dimana menyatakan bahwa “perekonomian nasional dilakukan 

sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, 

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, 

berwawasan lingkungan, dan  dengan menjaga suatu keseimbangan 

kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.” 132  

Pelaku usaha yang menjalankan jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak mempunyai prinsip keadilan 

serta tidak menciptakan suatu keseimbangan kemajuan ekonomi nasional 

seperti halnya yang diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 Mengenai Usaha Kecil dengan cara menjalankan penetapan harga 

dibawah harga pasar. Pelaku usaha tersebut juga tidak mencukupi tanggung 

jawabnya sebagai pelaku usaha seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 7 

 
131 Bacharuddin Jusuf Habibi, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta : 

Pustaka Yustisia, 2005), 4-5. 
132 Tim Permata Press, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil (Jakarta: 

Permata Press, 2010), 34. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen 

yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib: 

a) Beritikad baik dalam melakukan dan menjalakan seluruh kegiatan 

usahanya; 

b) Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas terkait kondisi dan 

jaminan barang maupun jasa serta juga memberi penjelasan terhadap 

penggunaan, perbaikan maupun pemeliharaan; 

c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur dan benar serta 

tidak diskriminatif.133 

Pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengatakan: “Barang siapa untuk memperoleh, melangsungkan maupun 

memperluas hasil dari perdagangan juga perusahaan milik pribadi maupun 

orang lain, menjalan tindakan curang untuk menyesatkan khalayak umum 

maupun seorang tertentu, diancam, bila perbuatan itu bisa menyebabkan 

kerugian untuk konkuren-konkurennya maupun konkurenkonkuren orang lain, 

karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau juga dapat dikenai pidana denda paling banyak tiga belas 

ribu lima ratus rupiah.” 134 

Dalam jual beli harga wajib ditentukan oleh penjual dan pembeli lewat 

tawar menawar dengan jelas serta terbuka, hal tersebut diatur dalam  Pasal 

1465 KUHPerdata Bab 5, maknanya produsen wajib menyertakan harga yang 

sejujurnya terhadap para konsumen tanpa ada pengurangan maupun melebihi 

harga prodoknya secara sengaja hanya demi kepentingan pribadinya. Sama 

dengan yang dilakukan di toko Sririzky ini dimana pelaku usaha tersebut 

telah mengurangi serta melebihi harga demi kepentingan pribadinya yakni 

 
133 Tim Permata Press, Undang-Undang No.20 Tahun, 5. 
134 Redaksi Sinar Grafika, KUHP & KUHAP (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), 128. 
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untuk memikat pelanggan tanpa memperhatikan kerugian yang harus 

ditanggungnya dan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lain.135 

b. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Dalam ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan 

Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) mengatakan bahwa sebuah akad pada perjanjian 

jual beli dinyatakan sah jika akad tersebut memenuhi seluruh rukun dan 

syarat syaratnya, akad yang fasad merupakan akad yang terpenuhi rukun dan 

syarat syaratnya, namun ada hal lain yang merusak akad itu karena 

pertimbangan maslahat, dan akad yang batal merupakan akad yang kurang 

terpenuhinya rukun dan syarat syaratnya.136 Tidak hanya itu dalam 

Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 26 juga diterangkan bahwa 

akad dapat dikatakan tidak sah jika bertolah belakang dengan syariat islam, 

peraturan perundang-undagan, ketertiban umum dan kesusilaan.137 Jual rugi 

juga merupakan praktik penetapan harga dibawah harga kulaan tanpa 

mengikuti harga pasaran dengan tujuan menarik pembeli, mengenai 

penetapan harga pada zaman Rasulullah saw yang disebutkan dalam hadits: 

ث منما بمةم  أمبِ  بْنُ  عُثْممانُ  حمده ث منما شمي ْ ث منما  عمفهانُ  حمده بِت   أمخْبَممنم  سملمممةم  بْنُ  حمهادُ  حمده  ممالِك   بْنِ  أمنمسِ  عمنْ  ثَم

 اللَّهُ  صملهى اللَّهِ  رمسُولُ  ف مقمالم  لمنما  فمسمعِ رْ  السِ عْرُ  غملم  اللَّهِ  رمسُولم  يم  النهاسُ  قمالم  أمنمس   عمنْ  ومحُميْد   ومق متمادمةُ 

 
135 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) (Jakarta : PT. Sinar 

Grafika, 1996), 356. 
136 Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 18 
137 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26. 
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مرْجُو ومإِن ِ  الرهازقُِ  الْبماسِطُ  الْقمابِضُ  الْمُسمعِ رُ  هُوم  اللَّهم  إِنه  ومسملهمم  عملميْهِ   مِنْكُمْ  أمحمد   وملميْسم  اللَّهم  أملْقمى أمنْ  لَم

 ممال   وملم  دمم   فِ  بِمظْلمممة   يطُمالبُِنِ 

Dari seorang sahabat Anas, ia menyatakan, “Para sahabat mengeluh 

terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berkata, 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini 

begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda menetapkan harga. Menanggapai 

permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah 

yang menetapkan harga, dan mengencangkan, melapangkan, serta memberi 

rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada 

seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan 

darah (jiwa) maupun harta” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dikatakan 

sebagai hadits sahih). 

Hadits diatas mempunyai arti terkait keharaman menentukan harga, 

meskipun sedang dalam posisi harga tingi-tinginys, karena bila harga datur 

murah maka akan menyusahkan para penjual. Sebaliknya, jika harga diatur  

mahal maka akan menyulitkan para pembeli. Maksud dari hadis diatas 

tersebut, tidak seluruhnya dilarang dalam menentukan suatu harga atau 

mengatur harga, artinya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak 

diperbolehkan, hal demikian sama dengan pendapat para ahli, jika dalam 

penentuan harga tersebut mengandung pemaksaan, kezaliman, tidak wajar 

atau tidak masuk akal serta telah menentang hukum allah SWT, maka sudah 

pasti hal tersebut hukumnya haram, namun bila penentuan harga tersebut 

sangat adil, seperti dituntutnya mereka melakukan kewajiban membayar 

harga mitsil serta tidak memperbolehkan menambah dari harga mitsil, maka 

hal tersebut boleh138 

 
138 Nasution, “Jual Rugi,” 57. 
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Perdagangan demikian hanyalah untuk mendapatkan pundi-pundi 

keuntungan, salah satu strategi yang sangat ampuh dalam mendapatkan 

keuntungan secara melimpah ilaha dengan cara mengusai harga. Karena 

dengan menguasai harga, produsen dapat dengan seenaknya mengatur harga 

dengan leluasanya, semakin leluasa maka akan semakin banyak juga 

keuntungan yang diperolehnya, salah satunya tindakan seperti itu ialah 

dengan menjatuhkan harga produk maupun barang, semakin rendah harga 

barang yang dipasarkan maka akan banyak pula pesaing yang gulung tikar, 

dengan demikian hanya pedagang besarlah yang sanggup bertahan serta 

menguasai pasar. Jika dalam pasar sudah dikuasai oleh segelintir orang, maka 

mereka akan leluasa mentukan dan mengatur harga-harga pada pasar. Islam 

tidak mengharamkan para pedagang untuk berkompetisi tetapi tidak berarti 

memperbolehkan para pelaku usaha saling mematikan dan menjatuhkan. 

Padahal Allah SWT sudah menetapkan rezeki dari masing-masing seseorang, 

artinya tidak terkecuali para pelaku usaha dalam hal ini ialah pedagang. Maka 

tidak pantas takut atas jatah rezeki terkurangi  maupun hilang oleh pihak lain. 

Ibnu Taimiyah seorang sarjana muslim dalam pembahasan terkait 

harga sering menggunakan dua terminologi yaitu Iwad Al-Mithl (Equivalen 

Compensation/kompensasi yang setara) dan Thaman Al-Mithl (Equivalen 

price/harga yang setara). Ia mengatakan.” Kompensasi yang setara akan 

ditaksir dan diukur oleh sesuatu yang setara, dan begitulah esensi dari 

keadilan (nafs aladl). Dimanapun dia membedakan antara dua jenis harga, 

yakni harga yang terlarang atau tidak adil dan harga yang disukai atau harga 
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yang adil, ia mempertimbangkan harga yang setara tersebut dengan harga 

yang adil atau disukai. Harga yang adil dapat menyebabkan para pelaku pasar 

mampu bersaing dengan sempurna. Bila harga tidak adil atau terlarang, maka 

pelaku pasar tidak mau bertransaksi ataupun terpaksa bertransaksi tetapi 

dengan menderita kerugian. Dengan begitu, Islam sangat memperhatikan 

konsep dari harga yang adil.139 

Jula beli di toko Sririzky yang dilakukan oleh Abiyudin sudah tidak 

mengikuti harga yang berlaku dipasaran maupun harga rata-rata yang ada 

diwilayahnya sehingga harga tersebut jauh dibawah harga yang dipasarkan 

para pelaku usaha lainnya. Artinya harga yang diterapkan oleh Abiyudin 

termasuk harga yang tidak adil dalam hal ini Abiyudin menaikan dan 

menurunkan harga sesuai dengan kemaunnya sendiri, berarti selain dapat 

merugikan dirinya, pelaku usaha lainnya maupun pembeli, Abiyudin juga 

termasuk sebagai pelaku usaha yang curang dalam kegiatan jual belinya 

padahal Allah tidak memperbolehkan kecurangan dalam kegiatan jual beli 

seperti firman Allah dalam Al-Qu’an yang bunyinya : 

زَنُوْهُمْ  وْ وَّ
َ
وْهُمْ ا

ُ
ال
َ
ذَا ك ى النَّاسِّ يسَْتَوْفُوْنََۖ وَاِّ

َ
وْا عَل

ُ
تَال

ْ
ذَا اك ينَْ اِّ ذِّ

َّ
يْنََۙ ال فِّ ِّ

مُطَف 
ْ
ل ِّ
 
 ل
ٌ
رُوْنََۗ  وَيْل  يُخْسِّ

Arinya : “Kecelakaan besarlah untuki orang-orang yang curang (yakni) 

orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, dan jika menukar atau menimbang untuk orang lain mereka 

mengurangi.” (QS. Mutaffifin : 1-3)140 

 
139 Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 330 
140 Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an, 83 : 1-3. 
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Pada firman Allah dalam surat yang lainya terkait kejujuran serta 

perintah untuk tidak merugikan orang lain dalam jual beli dimana surat 

tersebut bunyinya : 

تَبْخَسُوا   ا 
َ
وَل   ۚ يْمِّ مُسْتَقِّ

ْ
ال سْطَاسِّ  قِّ

ْ
ال بِّ نُوْا  وَزِّ يْنَۚ   رِّ مُخْسِّ

ْ
ال نَ  مِّ وْنُوْا 

ُ
تَك ا 

َ
وَل  

َ
يْل

َ
ك
ْ
ال وْفُوا 

َ
ا  ۞

يْنَۚ    دِّ رْضِّ مُفْسِّ
َ
ا
ْ
ى ال ا تَعْثَوْا فِّ

َ
شْيَاۤءَهُمْ وَل

َ
 النَّاسَ ا

Artinya : “ 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamutermasuk 

orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan.” 

(QS. Asy-Syu’ara’: 181-183)141
 

Jual beli adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. 

Selama jual beli itu tidak mengandung unsur riba serta tidak diharamkan oleh 

hukum islam. Jual beli yang awalnya halal kemudian menjadi haram 

disebabkan tindakan pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum islam. 

Hal demikian juga diterangkan dalam firman Allah yang berbunyi :: 

ا 
َ
َ ل نَّ اللّٰه ا تَعْتَدُوْا َۗاِّ

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
ُ ل  اللّٰه

َّ
حَل

َ
بٰتِّ مَآ ا ِّ

مُوْا طَي  ر ِّ
حَ
ُ

ا ت
َ
مَنُوْا ل

ٰ
ينَْ ا ذِّ

َّ
يُّهَا ال

َ
يْنَ  يٰٓا مُعْتَدِّ

ْ
بُّ ال  يُحِّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janaganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.” (QS. Al-Maidah : 87)142
 

Pada BAB II dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

asas-asas yang harusnya ada pada jual beli, namun tidak ada pad praktik jual 

beli di toko Sririzky adalah : 

 
141 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, 26:181; 26:182; 26:183. 
142 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, 5 : 87 
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a. Ikhtiyari atau sukarela; setiap akad dijalankan atas kemauan para pihak, 

terhindar dari adanya keterpaksaan atau adanya tekanan salah satu pihak 

maupun pihak lain.143 Praktek jual beli dengan menetapkan harga 

dibawah harga pasar yang dilakukan toko Sririzky milik Abu ini 

memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang rendah 

dimana hal itu bisa merugikan penjual itu sendiri entah dalam hal ini rugi 

tenaga maupun tidak mendapatkan untung. Pada dasarnya tidak mungkin 

ada penjual yang ingin merugi atau mengalami kerugian dalam 

menjalankan usahanya, akan tetapi pelaku usaha ini terpaksa merugi 

untuk dapat menarik pelanggan, maka dapat dimaknai bahwa dalam jual 

beli tersebut tidak dijalankan dengan sukarela karena salah satu pihak 

harus merugi. 

b. Amanah atau menepati janji; setiap akad harus dilakukan oleh para pihak 

sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh yang berkaitan 

dan pada saat yang sama akan terhindar dari adanya ingkar janji. Saat 

pembeli sudah percaya dengan penjual yang melakukan jual beli dengan 

menetapkan harga dibawah harga pasar maka hal tersebut merupakan 

sebuah amanah yang wajib dijaga oleh penjual, akan tetapi sesudah 

tokonya ramai pembeli Abiyudin  malah menaikkan harga yang awalnya 

murah menjadi mahal, yang padahal tidak ada kenaikan harga dipasar, ini 

menandakan pelaku usaha tersebut tidak amanah.37 

 
143 MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15 
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c. Saling menguntungkan; setiap akad dilaksanakan demi mencapai 

kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi yang 

dapat merugikan salah satu pihak.144 Namun di toko sririzky malah 

menetapkan harga dibawah harga pasar yang menjadikan pelaku usaha 

lainnya sulit untuk bersaing dengan toko tersebut hingga akhirnya gulung 

tikar, padahal setiap jual beli yang dilakukan wajib saling 

menguntungkan atau memenuhi kepentingan para pihak. 

d. Iktikad baik; akad dijalankan dalam rangka untuk menegakkan 

kemaslahatan, tidak memuat unsur penipuan maupun perbuatan buruk 

yang lain.145 Jual beli yang dilakukan toko Sririzky milik Abiyudin ini 

telah menyebabkan pelaku usaha lain mengalami kerugian karena tidak 

bisa bersaing dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha 

tersebut, karena terlalu rendah harga yang ditetapkan pada produknya, 

akibatnya pelaku usaha lainya menjadi gulung tikar. Maknanya tidak ada 

iktikad baik dari pelaku usaha toko sririzky untuk menegakkan 

kemaslahatan umat. 

e. Sebab yang halal; tidak bertolak belakang dengan hukum, diperbolehkan 

oleh hukum serta tidak diharamkan. Sistem ekonomi secara syariah yang 

dilakukan pada praktik sehari harinya bagi individu, kelompok, keluarga, 

masyarakat maupun pemerintah/pengusaha dalam rangka mengorganisasi 

faktor produksi, distribusi, serta pemanfaatan barang dan jasa yang 

 
144 MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15 
145 MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 16 
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dihasilkan wajib patuh terhadap norma-norma agama Islam 

(Sunnatullah).146 

Praktik jual beli yang dilakukan toko Sririzky milik Abu ini adalah 

kegiatan yang mengarah kepada praktik jual rugi yang dilarang Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli karena bisa 

mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan jual 

beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar juga tidak diperbolehkan 

berdasarkan peraturan yang tertera dalam Kompiliasi Hukum Ekonomi 

syariah karena bertentangan dengan beberapa unsur dan asas-asas yang  ada 

di dalam jual beli Islami dan dalam praktiknya jual beli ini banyak 

memberikan mudharat kepada orang lain. 

2. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang  Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan 

Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah 

a. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha 

Objek dari jual beli ialah barang dan harga. Barang merupakan 

harta kekayaan yang berbentuk benda material dan benda immaterial, 

baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sedangkan harga 

sesuai dengan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

ialah harga yang dibayar pada kegiatan transaksi jual beli barang maupun 

 
146 MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 16 
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jasa sesuai kepentingan antara para pihak yang bersangkutan.147 Objek 

jual beli merupakan barang yang diperjual belikan itu. karena barang 

merupakan essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada 

perjanjian jual beli jika tidak ada barang yang diperjualbelikan. Dalam 

hal ini objek jual beli di toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang bergerak dibidang fashion seperti kaos polos dengan harga Rp. 

100.000 dapat 7 model, kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 

model, boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model, celana pendek 

jeans serba Rp. 35.000. yang dimana dipasarkan dibawah harga pasar. 

Dalam ketentuan pasal 20 dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang menjelaskan bahwa : 

“pelaku usaha tidak boleh melakukan pemasokan barang 

ataupun jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menentukan harga 

yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan maupun 

mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga bisa 

menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat.” 

 

 Sehingga secara harga, objek yang ditetapkan Abiyudin dalam 

praktik jual belinya di toko Sririzky tidak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena 

Abiyudin telah menetapkan harga dibawah harga pasar sehingga hal 

tersebut dapat menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha lainnya 

untuk berusaha yang sama, akibat terlalu rendahnya harga yang di 

tetapkan oleh abiyudin dan praktik jual beli tersebut bisa dikategorikan 

 
147 Seketarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 1 butir 14. 
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sebagai praktik jual rugi dalam hal ini entah rugi secara tenaga maupun 

tidak mendapatkan untung, jual beli tersebut dilakukannya dengan tujuan 

menarik para pembeli dan pelanggan.  

b. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun ketetapan syarat dari objek jual beli termaktub dalam 

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketetapan terkait objek 

jual beli  yakni: 

1. Barang yang dijualbelikan wajib sudah ada. Maknanya barang yang 

mau digunakan untuk objek jual beli ialah barang yang ada dan 

nyata, jadi barang itu bisa dilihat oleh penjual dan pembeli, dalam 

praktinya barang yang diperjual belikan toko Sririzky ada dan berada 

di tempat sehingga pembeli dapat memilih dan melihat-lihat barang 

yang dipasarkan tersebut. 

2. Barang yang diperjualbelikan wajib bisa diserahkan. Pada transaksi 

jual beli di toko Sririzky, barang atau produknya yang sudah dipilih 

dan ingin dibeli pembeli, barang tersebut akan diserahkan kepada 

pembeli saat pembeli sudah membayar sesuai harga yang sudah 

ditentukan Abiyudin selaku pelaku usaha.148 

3. Barang maupun objek yang diperjualbelikan wajib berupa barang 

yang memiliki harga tertentu. objek atau produk Abiyudin sudah 

memiliki harga tersendiri, maknanya bisa diperjualbelikan dan 

 
148 MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 30 
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mampu memberikan manfaat berbentuk uang dengan cara 

menjualnya kepada pihak lain. 

4. Barang maupun objek yang diperjualbelikan haruslah halal. Dalam 

kegiatan jual beli barang yang diperjualbelikan wajib masuk pada 

kategori halal, produk yang diperjual belikan Abiyudin pada toko 

Sririzky dapat dikategorikan sebagai barang yang halal karena 

diperoleh dengan cara yang halah pula. 

5. Barang maupun objek yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh 

pembeli. Objek yang diperjualbelikan pada toko Sririzky  dapat 

diketahui dengan jelas baik dari bentuk ataupun tingkat 

kebersihannya. 

6. Kekhususan dari barang atau objek yang diperjualbelikan wajib 

diketahui. Syarat sah berikutnya ialah barang yang menjadi objek 

jual beli harus diketahui, produk atau barang yang diperjual belikan 

pada toko Sririzky dapat diketahui secara jelas. 

7. Penunjukan dianggap terpenuhi syarat kekhususan barang atau objek 

yang diperjualbelikan jika barang tersebut terdapat di tempat jual 

beli. Dalam hal ini, produk dan barang yang diperjual belikan 

Abiyudin berada di tempat jual beli yaitu pada toko Sririzky Desa 

Kabuh Kecamatan Kabu Kabupaten Jombang.  

8. Sifat barang maupun objek bisa diketahui dengan langsung oleh 

pembeli tanpa adanya penjelasan lebih lanjut . Sifat dari produk atau 
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barang yang diperjual belikan pada toko Sririzky dapat diketahui 

secara gamblang karena memang ada dan sudah jelas barangnya.  

9. Barang atau objek yang dijual wajib ditetapakan dengan pasti saat 

waktu akad. Pada transaksi di toko Sririzky, baik dari segi jumlah 

maupun harga dapat dilakukan secara langsung di toko. Jadi dengan 

ini sudah jelas mengenai ketentuan tersebut.149 

3. Akibat Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten 

Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Kompiliasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

a. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti temukan dengan 

cara wawancara dan observasi kepada penjual dan pembeli di Desa 

Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang pada toko Sririzky milik 

Abu, akibat yang ditimbulkan oleh jual beli yang dilakukan dengan cara 

menentapkan harga dibawah harga pasar ialah: 

1. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang membuat masyarakat disekitar toko tersebut 

sangat senang, karena bisa berbelanja barang dengan harga yang 

sangat murah, selisih sedikit saja pembeli akan berpindah tempat 

karena begitu ensensialnya harga tersebut. 

 
149 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2011, hlm. 29-30 
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2. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang ini terobsesi mencari banyak pelanggan 

sebanyak-banyaknya, bahkan tidak menghiraukan dampak dari jual 

beli yang diakibatkannya, dimana mengakibatkan pelaku usaha 

lainnya gulung tikar.  

3. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang ini juga bisa merugikan pembeli, karena 

sesudah Abiyudin mempunyai banyak pelanggan kemudian 

Abiyudin ini kembali menaikkan harga yang awalnya murah sekali 

menjadi agak mahal, dan hal inilah yang dapat merugikan para 

pembeli karena merasa ditipu oleh kenaikan harga yang dilakukan 

abu. 

4. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang selain menyebabkan kerugian pada dirinya 

sendiri juga bisa menyebabkan kerugian pada pembeli serta para 

pedagang yang ada diwilayahnya sehingga menyebabkan kompetisi 

diantara pelaku usaha di Desa Kabuh menjadi tidak sehat. Sehingga 

pedagang yang ingin memeperoleh untung dari hasil berjualannya 

harus mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh penetapan 

harga rendah yang diterapkan di toko Sririzky. 

Akibat hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan praktik 

jual rugi berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
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dapat dikenai sanksi administratif berbentuk: perintah bagi pelaku usaha 

agar menghentikan perbuatan yang terbukti menyebabkan tindakan 

monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan kerugian 

bagi masyarakat yang dimana diatur dalam Pasal 47 ayat 2 pada butir c, 

dan juga  dikenakan penetapan pembayaran ganti rugi yang diatur dalam 

Pasal 47 ayat 2 pada butir f serta dikenakan denda yang besaran 

jumlahnya antara Rp.1000.000.000,00 satu miliar rupiah dan setinggi–

tingginya sampai Rp. 25.000.000.000,00 dua piluh lima miliar rupiah 

dimana diatur dalam Pasal 47 (2) butir g, dan juga bisa dikenakan sanksi 

pidana berdasarkan pasal 48 yakni pengenaan denda sebesar 

Rp.1000.000.000,00 satu miliar rupiah dan setinggi – tingginya sampai 

Rp. 25.000.000.000,00 dua piluh lima miliar rupiah ataupun pidana 

kurungan pengganti  dari denda selama – lamanya 5 bulan yang diatur 

dalam Pasal 48 ayat 2. Selain hal tersebut juga dikenakan sanksi pidana 

tambahan yakni berbentuk: Pencabutan izin usaha, larangan bagi pelaku 

usaha yang sudah terbukti menjalankan pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau 

komisaris yakni antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun, atau penghentian 

kegiatan tertentu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak 

lain.150 

b. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang  Menurut Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah 

 
150 Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain 

Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh),” Jurnal Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2019): 

57. 
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Akibat jual beli di toko sririzky kecamatan kabuh kabupaten 

jombang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar akibat 

tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko sririzky karena 

begitu rendahnya harga yang ditetapkan pada produknya, sehingga hal ini 

tidak memberikan manfaat bagi para pelaku usaha lainnya dan juga 

pelaku usaha itu sendiri karena harus mengalami kerugian dalam hal ini 

entah rugi tenaga atau tidak mendapatkan untung, maka jual beli tersebut 

tidak sesuai dengan prinsip manfaat yang seharusnya ada dalam jual beli. 

Berdasarkan BAB II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

praktik jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar yang 

dilakukan pada toko Sririzky tidak sesuai dengan asas-asas jual beli 

seperti asas Ikhtiyari/ sukarela, Amanah/ menepati janji, saling 

menguntungkan, itikad baik dan sebab yang halal, maka karena hal 

tersebut akad jual beli yang dilakukan dengan menetapkan harga dibawah 

harga pasar oleh Abiyudin selaku pemilik toko Sririzky dapat dikatakan 

tidak sah, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 26 KHES yang 

menerangkan bahwa akad dapat dikatakan tidak sah apabila bertentangan 

dengan syariat islam, peraturan perundang-undagan, ketertiban umum 

dan kesusilaan.151 Jika dilihat praktik jual beli yang dilakukan Abiyudin 

maka hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada 

baik dapat merugikan pelaku usaha lain maupun para pembeli dan 

dirinya sendiri sehingga hal tersebut banyak memberikan mudharat dari 

 
151 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02  tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26. 
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pada kemanfaatan bagi orang banyak. Jadi dapat diartikan akibat hukum 

jual beli yang dilakukan di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang menurut Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah akad 

tersebut tidak sah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang  Perspektif Hukum Persaingan Usaha 

Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Praktik jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

dilakukan dengan menetapkan harga dibawah harga pasar dimana hal ini 

dilakukan Abiyudin untuk menarik banyak pembeli sehingga toko 

sririzky mampu menghabiskan stok barang yang sudah terlalu lama, 

dengan menetapkan harga dibawah harga pasar Abiyudin mampu 

memasarkan produknya dengan cepat, sehingga Abiyudin mampu 

memutar kembali modal yang telah digunakan. Dengan menetapkan 

harga dibawah harga pasar atau dibawah harga toko-toko yang lainnya 

toko sririzky sangat terkenal di daerahnya,  

2. Objek praktik jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

bergerak dibidang fashion yakni macam-macam kaos polos maupun 

motif dan juga boxer beserta celana pendek jeans, secara hukum barang 

yang diperjual belikan diperbolehkan namun terkait harga yang 

ditetapkan di toko Sririzky jauh dibawah harga pasar, sehingga 

menimbulkan pelaku usaha lain gulung tikar dikarenakan tidak mampu 

menyaingi harga yang ditetapkan di toko Sririzky. 

95 
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3. Akibat jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang menyebabkan pelaku usaha disekitar toko tersebut 

menjadi gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan harga yang 

ditetapkan oleh toko sririzky karena begitu rendahnya harga yang 

ditetapkan toko tersebut, disisi lain akibat dari jual beli tersebut banyak 

memberikan mudharat kepada pihak lain sehingga bertentangan dengan 

prinsip kemanfaatan yang ada dalam KHES serta tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Di Toko 

Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum 

Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun saran-

saran  dari peneliti, sebagai berikut: 

1. Bagi Penjual 

Berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan di toko sririzky Desa 

Kabuh Kecamatan Kabuh seharusnya penjual dapat melakukan jual beli 

dengan cara yang baik dan seportif bukan dengan cara yang kurang bijak 

yaitu menghalalkan segala cara untuk mencari pembeli dan pelanggan, 

sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain, seperti halnya pelaku 

usaha yang dirugikan oleh penetapan harga yang dilakukan toko sririzky. 

Padahal banyak sekali cara-cara yang halal yang bisa digunakan dalam 

persaingan usaha, dengan bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha 
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seperti halnya aturan yang ada dalam persaingan usaha dan syariah maka 

tindakan tersebut akan menambah kepercayaan pada pembeli dan juga 

tidak merugikan pelaku usaha lainnya, karena apabila pemebeli sudah 

kecewa dan merasa dibohongi otomotis pembeli akan beralih tempat dan 

tidak akan pernah kembali, begitu juga dengan pelaku usaha lain otomotis 

persaingan tersebut akan menjadi tidak sehat dan dikawatirkan akan 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan diantara pelaku usaha, untuk 

itu patuhilah segala peraturan yang ada jika ingin selamat didunia maupun 

akhirat karena segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada balasannya, siapa 

yang menanam dia pula yang menuai. 

2. Bagi Pembeli 

Jangan mudah tergiur akan harga yang murah, harus bijaksana dalam 

melakukan transaksi jual beli, jangan hanya melihat dari segi enaknya saja 

melainka juga harus mampu membantu pelaku usaha lainnya agar dapat 

memutar perekonomian pasar, sehingga para pelaku usaha lainnya dapat 

menghidupi keluarganya dari hasil jualannya namun ketika kita hanya 

mementingkan harga yang murah maka pasar akan semakin sepi dan hanya 

menguntungkan beberapa pelaku saja, sehingga hal tersebut dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli harga oleh pelaku usaha yang 

mempunyai posisi dominan. 
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Transkip Wawancara 

1. informan 1. 

Nama  : Sri dewi 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 30 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah ibu Sri Dewi sering berbelanja di toko Sririzky? 

Iya saya sering berbelanja di toko Sririzky, bahkan saya sering 

langganan disitu, setiap kali saya berbelanja saya belinya di toko 

Sririzky, karena begitu seringnya sampai jarang sekali berbelanja di 

toko lain. 

2. Menurut ibu apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky sangat 

murah sekali? 

Iya mas, memang benar di toko Sririzky harga kaos yang dijual itu 

sangat murah sekali, karena hal itulah saya langganan disitu, kalo 

dibandingkan dengan toko lain jauh harganya 

3. Mengapa ibu lebih memilih berbelanja di toko Sririzky 

dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga 

dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih 

barang? 

Jika disuruh milih antara belanja di pasar dengan belanja di toko 

Sririzky, saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky mas, karena 

barang yang dijual toko Sririzky ringan dikantong, hanya dengan 

mengeluarkan uang Rp. 100.000 saya sudah mendapatkan 5 – 7 

kaos, sedangkan kalo saya beli di pasar paling tidak dengan uang 

Rp. 100. 000 saya hanya mendapatkan 2 kaos itupun kadang harus 

menawar lama sekali. 
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4. Menurut ibu bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko Sririzky 

dengan yang ada dipasar, bagusan mana? 

Kalo menurut saya sama saja mas, sayakan orang desa gak tahu 

soal kualitas, yang penting kaosnya tidak tipis-tipis amat. 

 

2. Identitas informan 2. 

Nama  : Diah Dwi Astutik 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 35 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah ibu Diah sering berbelanja di toko Sririzky ? 

Iya dek, saya biasanya kalau mau beli kaos atau celana pendek buat 

anak saya atau suami seringan beli di toko Sririzky. 

2. Menurut ibu apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky sangat 

murah sekali? 

Iya murah sekali dek, makanya itu saya sering berbelanja 

kebutuhan kaos dan celana pendek seperti boxer di toko Sririzky, 

ditambah jarak rumah saya dengan toko Sririzky dekat sekali 

3. Mengapa ibu lebih memilih berbelanja di toko Sririzky 

dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga 

dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih 

barang? 

Iya karena mungkin lebih ke harga ya, di toko Sririzky harga yang 

dijual lebih murah dibandingkan pada toko lain, pembeli mana 

coba yang tidak mau harga murah, semua pembeli pasti akan 

mencari harga yang paling murah, la ditoko Sririzky ini selisih 

harga dengan yang ada ditoko lain cukup jauh, contohnya dengan 

harga Rp. 100.000 ditoko Sririzky bisa dapat 5 kaos motif 

sedangkan ditoko lain belum tentu bisa, makanya itu saya sering 
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bebelanja di toko Sririzky dik, timbah jarak rumah saya ke toko 

Sririzky dekat juga jadi ya sering kesitu. 

4. Menurut ibu bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko Sririzky 

dengan yang ada dipasar, bagusan mana? 

Untuk kualitas menurut saya lumayan dik, gak terlalu bagus dan 

gak jelek-jelek amat, yang penting bahannya gak mudah robek dan 

agak tebal juga kainnya, agak-agak mirip dengan yang ada dipasar. 

 

3. Identitas informan 3. 

Nama  : Saskiya Alfiani 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 23 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah saudari Saskiya sering berbelanja di toko sri serba ? 

Iya kak, memang benar saya sering banget beli ditoko Sririzky, 

bahkan sangking seringnya saya kenal semua pegawainnya, 

awalnya tidak pernah saya beli di toko Sririzky paling cuma lewat 

didepan toko saja, kemudian saya melihat harga bandrol yang ada 

di kaos yang di jual toko Sririzky kok murah-murah akhirnya saya 

coba beli disitu dan sampai keterusan kak. 

2. Menurut saudari apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky 

sangat murah sekali? 

Murah banget kak, kalo menurutku sih jauh dibandingin harga-

harga lainnya, seperti contoh celana pendek jeans itu dijual dengan 

harga serba 35.000 an kalo dilihat di toko lain yang belum tentu 

ada harga segitu. 

3. Mengapa saudari lebih memilih berbelanja di toko Sririzky 

dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga 
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dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih 

barang? 

Satu yaitu harganya jauh lebih murah dibanding ditoko lain, dua 

kualitanya juga tidak kalah dengan tokolainnya, tiga saya kenal 

semua pegawainya jadi lebih enak saja, empat tempatnya enak. 

4. Menurut saudari bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko 

Sririzky dengan yang ada dipasar, bagusan mana? 

Lumayan kak, dengan harga segitu sangat sesuai dengan kualitas 

barangnya, mungkin saya tidak menemukan yang seperti itu di toko 

lainnya. 

4. Identitas informan 4. 

Nama  : Abiyudin 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 25 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan : Pemilik Toko 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah benar bapak Abiyudin merupakan pemilik Toko Sririzky? 

Iya benar mas, saya selaku pemilik toko sririzky 

2.  Apakah benar produk yang Anda pasarkan jauh dibawah harga 

rata-rata harga pasar? 

Iya memang benar, produk yang saya jual cukup hemat dikatong 

agak dibawah harga rata-rata yang dijual di toko lain. 

3. Barang apa saja yang Anda jual di toko Sririzky? 

Yang saya perjual belikan pada toko saya Sririzky antara lain yaitu 

Kaos polos, Kaos motif, Boxer dan Celana pendek jeans. 

4. Dari mana barang atau produk yang Anda jual? 

Saya biasanya mengambil barang atau produk dari supplier 

Surabaya Branded mas 



 

 

112 

5. Berapa harga yang Anda tetapkan disetiap produknya? 

Setiap produk yang saya jual sudah ada bandrolnya harganya 

masing-masing, dimana saya menjual kaos polos dengan haraga 

Rp. 100.000 dapet 7 Pcs, kaos motif dengan harga Rp. 100.000 

dapet 5 Pcs dan boxer dengan harga Rp. 100.000 dapet 6 pcs juga 

ada celana pendek jeans serba Rp. 35.000 an 

6. Dengan harga segitu apakah Anda tidak rugi? 

Begini, barang yang saya jual itu semua merupakan hasil dari cuci 

gudang usaha saya yang lainnya, sebenarnya saya punya beberapa 

toko tidak hanya toko Sririzky ini saja melainkan ada toko yang 

lainnya, la untuk barang-barang yang saya jual di toko Sririzky 

saya ambil dari hasil cuci gudang toko saya lainnya, ya dari pada 

tidak laku mending saya jual lagi dengan harga segitu, semua ini 

saya lakukan awalnya untuk menghabiskan stok barang lama 

ditoko saya satunya sehingga saya bisa produksi barang-barang 

yang baru, karena saya takut kalo terlalu lama malah tidak laku 

disebabkan pembeli banyak yang mencari model-model terbaru, 

kalo ditanya rugi atau tidaknya itu sudah menjadi tanggungan saya 

sendiri yang penting barang atau produk saya tidak ada yang 

terbuang sia-sia. 

7. Tetapi apakah dengan harga segitu Anda sudah dapat 

mengembalikan modal awal? 

Ya, sebenarnya ya belum, tapi bagaimana dari pada saya 

mengalami kerugian yang besar mending saya jual dengan harag 

segitu, yang penting laku dan barang cepat habis, sehingga saya 

bisa produksi lagi. 

8. Kenapa Anda tidak menjual dengan harga pasaran? 

kenapa saya tidak menjual sesuai harga rata-rata pasaran, kalo saya 

samakan dengan harga pasaran otomatis jualan saya tidak secepat 

ini habisnya ditambah toko saya disini juga tergolong masih baru 

sehingga susah bersaing dengan pedagang dipasar kalo harganya 
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sama, untuk itu saya turunkan, ya agar saya juga punya pelanggan 

yang banyak.  

 

5. Identitas informan 5. 

Nama  : Amir 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 25 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan : Pegawai Toko 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Berapa lama kakak bekerja di toko Sririzky? 

Saya bekerja disini sekitaran 2 tahunan paling kak. 

2. Setahu kakak, selama ini menjadi pegawai di toko Sririzky, apa 

saja objek yang diperjualbelikan di toko Sririzky? 

Menurut saya barang atau produk yang diperjual belikan di toko 

Sririzky seperti Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 

model kaos, Kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model 

kaos, Boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model dan Celana 

pendek jeans per pcs dijual dengan harga serba Rp. 35.000, 

merupakan objek dari jual rugi itu sendiri 

 

6. Identitas informan 6. 

Nama  : Yudi 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  :  40 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah benar bapak dulu pernah mebuka toko baju disekitaran 

toko Sririzky? 
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iya saya dulu pernah membuka toko baju, tapi akhirnya saya tidak 

bisa bertahan dan bergati alih bekerja di bank saja 

2. Apa yang menyebabkan bapak tidak bisa bertahan berjualan dan 

kenapa tidak berjualan baju lagi? 

karena cukup susah bersaing dengan pelaku usaha di daerah desa 

kabuh apalagi dengan toko Sririzky yang setiap harinya tidak ada 

sepinya ditambah harga yang dipasarkan relatif murah, jadi susah 

kalo harus menyamakan harga dengan toko Sririzky 

3.  Apa yang menyebabkan susah untuk menyamakan harga dengan 

harga yang ditetapkan oleh toko Sririzky? 

Dulu saya sudah mengambil untung tipis sekali itupun masih diatas 

harga yang dipasarkan pada toko Sririzky, kalo saya samakan 

dengan harga yang dipasarkan toko Sririzky bisa merugi saya, 

karena itu dulu saya tetap diharga yang awal tetapi akhirnya sepi 

pembeli sehingga lambat laun saya tutup saja karena sudah tidak 

sanggup bayar sewa ruko 

 

7. Identitas informan 7. 

Nama  : Shawati 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  :  60 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Kenapa ibu Shawati sudah tidak berjualan pakaian lagi, dan saya 

lihat toko ibu juga sudah tutup, apakah sudah tidak ada pembeli 

lagi? 

Pembeli bukannya tidak ada. Ada tapi tidak seramai dulu, sehingga 

lama-kelamaan saya tutup saja, karena sudah tidak bisa gaji 

kariyawan lagi, saya juga sudah tua sudah gk mampu kalo harus 

jualan sendiri. 
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2. Apa yang menyebabkan toko ibu Shawati sepi pembeli dan tidak 

seramai dulu lagi? 

karena pembeli kebanyakan banyak yang berbelanja di toko 

Sririzky, ditambah harganya tentu lebih murah dibandingkan harga 

yang saya jual dipasar dulu, sehingga pembeli banyak yang 

berbelanja disana dari pada dipasar, terutama ditoko saya ini.  

3. Kenapa ibu tidak menetapkan harga sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh toko Sririzky, agar ibu Shawati mampu bersaing dengan toko 

Sririzky 

Ya kalo saya disuruh bersaing dengan toko Sririzky pastinya tidak 

mampu, karena rata-rata harga pasaran pada toko Sririzky jauh 

dibawah harga pasar, kalo saya mengikuti dengan harga segitu 

tentunya saya akan merugi, ditambah saya mengambil produk ini 

tidak langsung dari tangan pertama melakinkan sudah beberapa 

tangan yang dimana mereka juga mengambil keuntungan 

 

8. Identitas informan 8. 

Nama  : Via 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 37 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah bu Via sering berbelanja di toko Sririzky? 

Iya betul mas, awalnya saya memang pelanggan dari toko Sririzky 

karena harganya murah-murah dibanding dengan harga yang 

dipasaran, tetapi sekarang saya sudah tidak pernah beli di toko 

Sririzky 

2. Apa yang menyebabkan bu Via sudah tidak pernah berbelanja di 

toko Sririzky? 
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Pada saat itu di toko Sririzky harganya naik sedikit, dan saya tetap 

beli di toko Sririzky karna hal tersebut wajarlah, tetapi anehnya 

kok harganya ini terus-menerus naik sehingga pada saat itu saya 

mencoba beli dipasar dan ternyata lebih murahan harga dipasar 

dibanding harga di toko Sririzky, karena hal tersebut saya sudah 

tidak berbelanja lagi di toko Sririzky. 

 

9. Identitas informan 9. 

Nama  : Abiyudin 

Alamat  : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang  

Usia  : 25 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Jabatan : Pemilik Toko 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah benar setelah menetapkan harga dibawah harga pasar Anda 

kemudian menaikkan harga? 

Iya benar, saya menaikkan harga karena saya rasa itu hal yang 

wajar 

2. Mengapa demikian, sebelumnya Anda mengatakan bahwa tujuan 

menetapkan harga rendah hanyalah untuk menghabiskan stok yang 

lama? 

Dengan menjual barang-barang yang ada di toko saya dengan 

harga yang lebih murah, saya tidak mendapatkan untung bahkan 

rugi tenaga juga, untuk itu saya memutar otak bagaimana caranya 

supaya saya bisa balik modal, akhinya setelah saya merasa sudah 

memiliki banyak pelanggan saya menaikkan harga yang tadinya 

murah menjadi sedikit lebih mahal. 
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Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Foto Toko Sririzky dari depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Foto Toko Sririzky dari dalam 
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Gambar 3 : Wawancara dengan Pemilik Toko Sririzky Pak Abu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Sri Dewi selaku pelanggan Toko Sririzky 
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Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Diah selaku pelanggan Toko Sririzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Wawancara dengan Saudari Saskiya selaku pelanggan Toko Sririzky 
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Gambar 7 : Wawancara dengan Pak Amir selaku pegawai Toko Sririzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Wawancara dengan Pak Yudi selaku Pelaku Usaha yang gulung tikar 

akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sririzky 
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Gambar 9 : Wawancara dengan Ibu Shawati selaku Pelaku Usaha yang gulung 

tikar akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sririzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 10 : Wawancara dengan Ibu Via pembeli yang sudah tidak lagi berbelanja 

di Toko Sririzky 
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